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ABSTRAK

Juhriah Samar. Implementasi Conservatoir Beslag Terhadap Eksekusi Harta
Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara
Nomor:304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap) (dibimbing oleh Budiman dan fikri)

Conservatoir beslag merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat
dalam bentuk permohonan kepada pengadilan, yaitu berupa penjaminan agar
dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat.
Barang tersebut nantinya dapat digunakan.untuk melaksanakan putusan pengadilan.
Hal ini sebagaimana yang diatur.dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR, Pasal 261 jo.
Pasal 208 Rbg, yang inti sari pengaturannya yaitu: 1). Harus ada sangka yang
beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari
akal akan menggelapan atau melarikan barang-barangnya, 2) Barang yang disita itu
adalah kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat, 3)
Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara yang
bersangkutan; 4) Permohonan harus,diajukan-dengan surat tertulis; 5) Conservatoir
Beslag gapat dilakukan atau diletakkan terhadap barang yang bergerak dan yang tidak
bergerak.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif melalui
pendekatan studi kasus dan pendekatan yuridis serta menggunakan metode deduktif.
Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data
sekunder dengan tehnik observasi, interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penggugat mengajukan permohonan
sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan
sah dan berharga sebagaimana petitum angka VII gugatan para penggugat serta
mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, namun dalam pemeriksaan bukti
yang diserahkan pihak tergugat maupun penggugat kepada pengadilan dinyatakan
tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek-objek sengketa
tersebut sehingga hakim memutuskan untuk-menolak dan tidak ‘menerima gugatan
penggugat untuk selain dan selebihnya. oleh karena itu hakim menetapkan bagian
para ahli waris terhadap harta_peninggalan sesuai dengan bagian yang telah
ditetapkan.
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Conservatoir Beslag (Sita jaminan) merupakan tindakan persiapan dari pihak

penggugat dalam bentuk permohor a_pengadilan, yaitu berupa penjaminan

agar dilaksanakannya p a membekukan barang milik
ergugat ti memindahkan atau

Ji salah satu

riksaan perkara berlang
kum tetap.

dalam suatu perkara d anya konflik

at. Konflik dapat timbul ka bab, seperti
nflik disebal eh polarisasi

yang t erjadi an dan rivalitas pok dalam

masyarakat membe olusi-solusi

k- konﬂukMrnlEMﬂ&katan ko

toleransi agar masyarakat lebih saling menerima keberagaman dalam
masyarakat. Serta teori negosiasi prinsip juga bisa menyebabkan suatu konflik dalam
suatu sengketa terutama warisan. Konflik negosiasi terjadi karena posisi-posisi para
pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara pihak. Para

penganjur teori berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, para
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pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan
mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang
sudah tetap.*

Pasal 227 HIR maupun Pasal 270 Rv, Penggugat dapat meminta agar

diletakkan sita terhadap harta keka gugat. Atas permintaan itu, hakim diberi

wewenang mengabulkan p dimulai proses pemeriksaan

pokok perkara. Ke barang yang jatuhkan sita, maka pihak

Tergugat tidak boleh melaku perbuatan hukum, sepe engaliihkannya. Ada dua
melakukan

Arang-barang

an kreditur (pengguga erarti bahwa

untuk jaminan tidak b

dijual (pasal

197 aye = Pasal 214 Rbg). Oleh ukum acara

undang-undang menyedia yang dapat

persidangan untuk didengar keterangannya mengenai kekhawatiran dari pihak
Penggugat atas dugaan pihak Tergugat akan mengasingkan barang-barang yang

dijadikan sebagai objek sengketa, sebelum sita jaminan dikabulkan. Pengajuan

"Takdir rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Cet. 1;
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 8.
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permohonan conservatoir beslag memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan,
bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan, mencari akal
akan menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan (Pasal 227 ayat (1)

HIR, 261 ayat (1) Rbg). Mengajukan conservatoir beslag ini merupakan tindakan

persiapan dari pihak penggugat dal permohonan kepada Ketua pengadilan

Negeri untuk menjamin da n perdata dengan menguangkan
atau menjual baran uhi tuntutan Penggugat.

conservatoir beslag emiliki dugaan yang bahwa seseorang yang

ila penggugat tidak m bahwa ada

at akan menggelapkan a -barangnya.

na penjelasan diatas p melakukan

erapan conservatoir be

Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor:

304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)
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1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Bagaimana pelaksanaan conservatoir beslag terhadap objek sengketa waris
pada putusan No.304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap ?

1.2.2 Bagaimana perspektif hakim terhadap conservatoir beslag tentang eksekusi

harta warisan di PA Sidrap ?
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rum ini bertujuan, untuk:

1.3.1 Mengetahui pelakseg

1.3.2

dikan bahan

1.4.2

143

khususnya, dalam pelaksanaan' eksekusi perkara harta warisan dengan

menggunakan penerapan sita jaminan.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil

pemikiran dan hasil penelitian yang bungannya dengan masalah yang diteliti
dalam rangka memperol terhadap variabel yang akan

doman pendukung untuk

ekus

asus Putusan Harta Be an H

Jama g)”.> Perbedaan denga tian yaitu pada
kus kepada eksekusi p akim ap sengketa

arisan sedangkan penulis aitu penulis

Penyelesaian

penulis yaitu

Tim Penyusun STAIN Parepare, Pedoman Penulisan Karya llmiah, h. 33.

*Andi Afandi, “Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Harta
Bersama dan Harta Warisan pada Pengadilan Agama Pinrang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam: Parepare, 2015)

*Herman, “Tinjauan Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Kecamatan Maiwa
Kabupaten Enrekang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015), h. 7.
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penelitian sebelumnya membahas tinjauan islam dalam penyelesaian sengketa
warisan sedangkan penelitian penulis lakukan berbeda yaitu disini membahas
mengenai menerapkan sita pelaksanaan eksekusi yakni putusan dari majelis hakim
dalam menangani perkara kewarisan.

Diandri Saputra. M, pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Putusan Perkara
Nomor: 274/Pdt.G/2010/Pa-Llg dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan
Agama Lubuklinggau”, Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim
dalam memutuskan perkara Nomor: 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa
Warisan, adalah para penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris
almarhum Wasi bin M. Ali dan seluruh harta yang dipermasalahkan merupakan harta
bersama antara para Penggugat dan Tergugat selama menjalani hidup berumah tangga
dengan | pewaris almarhum Wasi bin M. Ali. Oleh karena itu, perkara Nomor:
274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Waris, dinyatakan dapat diterima, maka
Majelis/Hakim membagi harta warisan tersebut berdasarkan aturan sistem kewarisan
hukum [Islam sebagaimana diatur di-dalam Pasal 172 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak
mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu janda/isteri atau duda/suami, Pasal 96
Kompilasi Hukum Islam,-bahwa apabila terjadi ceral mati antara suami isteri, maka
separoh harta bersama menjadi milik /pasangan yang masih hidup, sedangkan
separonya menjadi harta warisan (harta peninggalan) pewaris dan Pasal 31 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya
bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, sedangkan harta
bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau

warisan. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara



Nomor : 274/Pdt.G/2010/PALLG tentang Sengketa Warisan tersebut, telah
memenuhi nilai-nilai keadilan, karena hakim dalam memeriksa dan mengadili tidak
saja berpedoman berdasarkan hukum positif semata-mata, tetapi juga memperhatikan

rasa keadilan masyarakat, tidak mengutamakan kepastian hukum. Sehingga putusan

tersebut telah memenuhi tiga nilai-ni ar hukum, yaitu nilai-nilai dasar hukum

(justice), kemanfaatan huk ian hukum (legal certainty).’
Perbedaan dengan pen umnya membahas tentang

1/Pdt.G/2010/PA-LLG dalam ian perkara waris

n tersebut saling memil i an penelitian

syang memfokuskan p san. Namun,

n ini dengan penelitian yenulis lebih
sita  jaminan dala . Nomor:

arisan.

gi (bahasa)
akibat dan
yang telah

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana,

°Diandri Saputra.M, “Analisis Putusan Perkara Nomor: 274/Pdt.G/2010/Pa-Llg dalam
Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau™ (Skripsi Sarjana: Bengkulu 2014),
h. 9.

®Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT
Gramedia, 2008), h. 352.
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baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui
aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang
maksimal.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa teori efektivitas hukum adalah efektif atau

tidaknya suatu hukum ditentukan oler na) faktor, yaitu:
2.1.1.1 Faktor hukumnya sen
i. material adalah peraturan
tertulis yang Umu a pusat maupun daerah yang sah.

2but undang-

ku u emua warga

tertentu saja maupun laku di sebagian

. Kedua, peraturan sete g ha aku di suatu
ya undang-undang tersebut, pat a asas yang
ah agar und mpunyai da ang positif.

2 undang-undang t pai tujuannya, sehi

penegak h , -pithak yang m uk maupun

plen kB AREPARE

sekali, yang
ang secara
langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup

law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga

"Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.
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bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.
Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai

kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu

di dalam struktur kemasyarakatan nungkin tinggi, sedang-sedang saja atau

rendah. Kedudukan terseb uatu wadah, yang isinya adalah
hak-hak dan kewajibz ban tertentu. kewajiban-kewajiban tadi
ole. Oleh karena itu, seseorang mempunyai kedudukan
Suatu hak

, Sedangkan

tugas. Suatu peranan te an kedalam

2.1 Perg i I role)

ya (expected role)

ranan  yang

2.4.1.1.Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan
hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana ataau fasilitas tersebut, antara lain,

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,
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10

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu
tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Di
dalam pembicaraan mengenai penegak hukum di muka, telah disinggung perihal hasil

penelitian yang pernah dilakukan terhadap hambatan pada proses banding dan kasasi

perkara-perkara pidana. Dari hasil-h nelitian yang sama, dapat pula diperoleh

data mengenai faktor-fakto nyelesaian dalam proses banding
dan kasasi tersebut.

Hambatan penyelese semata-mata disebabkan karena
engadilinya
atau me i . , juga besar
dan ka nuhi permintaan terse ara pencari
ggu penyelesaian perk ereka tidak
udang, oleh karena wa kan perkara

dangkan udang dicatu harga ematik yang

a dan sarana
an terhadap
at mempunyai
efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah
dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulanginya lagi). Dengan

demikian diharapkan, bahwa kejahatan akan berkurang semaksimal mungkin.
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2.4.1.2.Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karen itu, dipandang dari sudut tertentu, maka

masyarakat dapat mempengaruhi pe an_hukum tersebut. Di dalam bagian ini,

diketengahkan secara gari pendapat masyarakat mengenai

pat-pendapat

Pertama-tama ada ber U arti yang
variasinya adalah:
2.4.1.2. sebagai ilmu pengetahu

an sebagai disiplin, yakni si aran kenyataan

24.1.2. um diartika
as yang diha
24.1.2. um diartikan

tikan huIFAanaENRrE kasikann gan petugas

dalah bahwa

aidah, yakn

ni hukum pos

egak hukum
tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai

struktur maupun proses.
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2.4.1.3.Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.®
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat

sengaja dibedakan, karna di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem

nilai yang menjadi inti dari kebuc spiritual atau nonmaterial. Sebagai suatu

sistem (subsistem dari siste aka hukum mencakup, struktur,
substansi, dan kebud: uktur mencakup aupun bentuk dari sistem

a-lembaga hukum formal,

akkannya yang berlaku

pencari an (sistem) hukum pad p nilai-nilai
yang m berlaku, nilai-nilai ya
abstrak g dianggap baik (sehingga ng dianggap

. Hal itulah

kebudayaan

2.4.1.3.2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan

2.4.1.3.3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.’

®Detik Hukum, Teori Efektivitas Hukum,http://detik hukum.wordpress.com/2015/09/29/ teori-
efektivitas- hukum-menurut-soerjono-soekanto (19 Juni 2018).

® Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 8.
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Efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya
kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap
hukum. Efektivitas hukum berarti mengakji kaidah hukum yang harus memenuhi

syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi hukum yang berfungsi asyarakat adalah sebagai berikut:

2.2.2.1.1 Kaidah hukum b apabila penentuannya didasarkan

terbentuk atas dasar yang

2.2.2.1. ebut efektif.

sa walaupun

eh warga masyarakat (t u kaidah itu
anya pengakuan dari m
22.2.1. erlaku secara filosofis, cita hukum
sitif yang tertinggi.
S memenuhi
cara yuridis,
ada ke idah i i : rlaku secara
maksa serta

merupakan

Kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat
dikembalikan pada empat faktor yaitu satu, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.

Kedua, petugas yang menegakkan atau yang menerapkan hukum. Ketiga, sarana atau

Y0zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Cet. I; Jakarta; Sinar Grafika, 2006), h. 94.
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fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum.
Keempat, warga masyarakat yang akan terkena ruang lingkup peraturan tersebut.
2.2.1 Teori Keadilan

2.2.1.1 Pengertian keadilan

Keadilan berasal dari kata adi ut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah
tidak sewenang-wenang, _ti idak berat sebelah. Keadilan
mengandung arti bah 2putusan dan asarkan atas norma-norma
if apalagi sewenang-wenanc i pada dasarnya
satu belum
tentu ac : ' . melakukan
nya harus relevan deng suatu skala

ilan sangat bervariasi tempat lain,

n sepenuhnya ditentuka 2suai dengan

arakat tersebut.!

sia sebagai

akan bahwa
keuntungan

bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain atau

"Agus Santoso, Hukum, Moral & keadilan (Cet I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 85.
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menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Aristoteles mendekati
keadilan dari segi persamaan.*?
Menurut sistem Islam, apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan Hukum

Allah adalah adil. Konsep ini adalah sifat religius. Dalam pandangan Islam mengenai

keseimbangan dunia yang diatur k uhan, keadilan adalah kebaikan Tuhan
menyediakan hukum 'y i Al-Qur’an. Prinsip-prinsip

persamaan, pertengah nal membaw. di alam dan kebaikan bagi

diwujudkan
dan seluruh
seluruh warganya. De lai keadilan
pergaulan antara neg li dunia dan
ptakan ketertiban hidu uatu prinsip
bangsa, perdamaian aba lalam hidup
laku dalam
ril iritua menyangkut
na keadilan
sosial dari negara
hani, maka
jasmani dan
rohani pula. Pengertian ini mencakup adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh

seluruh Bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

2Sjwanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi (Cet. I;Jakarta:
Rajawali Pers, 2015), h. 85.
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Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada
tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi
semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif.*?

Rasa keadilan hidup di luar undang-undang serta akan sangat sulit untuk

mengimbanginya. Begitu pula sebali ndang-undang itu sendiri dirasakan tidak

adil. Rasa keadilan ini dira tif, maka kepastian hukum akan
adalah rasa keadilan itu

bergerak menuju rasa sendiri. Kepa

sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.**

) yang selalu
adil. Dan

mengetahui

elaksanakan

ibadah itu yang ikhlas karena Allah semata, serta dalam memberikan penyaksian kita

¥ Agus Santoso, Hukum, Moral & keadilan, h. 86-87.

“Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, Filsafat Hukum (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013),
h. 179.

KementerianAgama Republik Indonesia, Al-Qur’an danTerjemah (Jakarta: Pustaka Al-
Mubin), h. 108.

2
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diperintahkan agar berlaku adil tanpa memikirkan menguntungkan lawan dan
merugikan sahabat, kita harus berkata yang sebenarnya dan perintah menegakkan
kebenaran tanpa pandang bulu, tanpa pandang kawan atau lawan, jika memang lawan

yang benar Kita akui kebenarannya, dan sebaliknya serta jangan berlaku berat sebelah

hanya karena rasa kebencian kita dan apat mendekatkan ketagwaan.
2.2.1.2 Macam-macam Keadi
2.2.1.2.1 Keadilan Di

aitu keadilan suatu hubungan keadilan antara negara
adilan dalam
ubsidi serta
sama yang didasarkan a
adilan bertaat)

suatu hubungan keadil arga wajib

bentuk menaati peratur : angan yang

adilan antara satu dengan

Dasar dari teori ini adalah bahwa hak yang mendasari proses perdata. Dengan
kata lain, proses perdata itu senantiasa melaksanakan hak yang dimiliki perorangan.

Dengan demikian, teori ini berpendapat bahwa tujuan dari hukum secara perdata

'®*Agus Santoso, Hukum, Moral & keadilan, h. 92.
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adalah semata-mata untuk mempertahankan hak. Dengan demikian, yang
mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak, dia yang dibebani dengan
pembuktian.*’

Hak adalah segala sesuatu yangErus di dapatkan oleh setiap orang yang telah

ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak di dalam Kamus Bahasa Indonesia
W
memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan,
AT .
kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan
_ r h
dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu,

derajat atau martabat.

2.2.2.2 Macam-macam HaEI
|
Hak dapat ditinjau dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam

I
jadi landasan bagi tujuan m, k ak orisinal

hak, antara lain:
meman i i a. Untuk m hankan hak

orisinal

tersebut, aturan hukum harus didasarkan pada hak orisinal dan ditujukan untuk

mencapai damai sejahtera.

YAchmad dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata (Cet. I; Jakarta:
Kencana, 2012), h. 118.
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2.2.2.2.2 Hak Derivatif
Hak derivatif merupakan bentukan hukum, yaitu melalui undang-undang,
dipraktikkan dalam hukum kebiasaan, dan dituangkan didalam perjanjian.

Dibentuknya hak derivatif disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan

masyarakat.'®

2.2.3 Konsep sengketa dalan
Sengketamenurut ia adalah pertengkaran,
perbantahan, pertikaia

pertentangan

bila pertentangan terse
terhadap hak yang di
ab. Sengketa atau peng : hasa inggris

mendapat persepsi ganda ara sarjana.

ana berpend keta dan cc memberikan
erbeda dalam Sengketa dif akan dengan
bahasa Ing lisihan atau

rlibat dalam

nuansa

dispute

sedangkan
konflik yang tidak
terlibat di dalam perselisihan tersebut dan mencakup perselisihan yang bersifat laten,
oleh karena itu konflik mempuyai ruang lingkup yang lebih luas daripada sengketa,

namun dalam penggunaannya secara ilmiah, khususnya dalam ruang lingkup

'*peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.
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penelitian hukum, istilah sengketa (dispute) telah menjadi istilah baku dalam praktik
hukum.™

Beberapa pengertian sengketa yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak
atau lebih yang terakumulasi hingga para.pihak yang terlibat dalam perselisihan
tersebut mempunyai akan adanya sengketa tersebut.?’
2.2.3.1 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, maka di dalam sistem
hukum Indonesia perlu terlebih dahulu disinggung tentang peran Mahkamah Agung
(MA) sebagai institusi hukum menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupkan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-
sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung membahawi badan
peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan ‘peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingukungan ‘peradilan tata usaha negara. Peradilan
umum pada tingkat pertama dilakukan oleh pengadilan negeri, pada tingkat banding
dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah
Agung. Peradilan Agama:pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Agama,
pada tingkat banding dilakukan olehwPengadilan Tinggi Agama dan pada tingkat
Kasasi dilakukan olehMahkamah Agung. Peradilan Militer pada tingkat pertama
dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan
Tinggi Militer dan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Maria kaban, Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo.
(Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan), Vol. 28 no. 3 (2016), h. 3.

“Maria kaban, Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo, h. 3.
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PeradilanTata Usaha Negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara dan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Masing-masing badan peradilan ini mempunyai kewenangan tersendiri sesuai
dengan lingkup kewenangan yang.diberikan oleh undang-undang dan merupakan
kewenangan absolut bagi badan peradilan tersebut.
2.2.3.2 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Tidak dapat “dipungkiri bahwa dewasa ini ‘aspirasi untuk mengembangkan
Alternative Dispute Resolution (ADR) semakin banyak. Alternative Dispute
Resolution (ADR) memungkinkan penyelesaian sengketa secara informal, sukarela,
dengan Kkerjasama langsung antara kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan
sengketa yang saling menguntungkan. Dukungan dari masyarakat bisnis tlapat dilihati
dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak belakangan ini. Saat ini kaum bisnis
Indonesia sudah biasa mencantumkan klausul Alternative Dispute Resolution (ADR)
pada hamper setiap kontrak yang dibuatnya. Contoh klausul Alternative Dispute
Resolution (ADR) yang tercantum dalam| kontrak adalah: “Semua sengketa yang
mungkin timbul antara kedua ‘belah' pihak berdasarkan perjanjian ini, akan
diselesaikan dengan musyawarah, oleh: para ‘pihak 'dan: hasilnya akan dibuat secara
tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka dari para
pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan™.

Keterlibatan pihak ketiga dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah

dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai sepakat untuk menyelesaikan

2'Anita Kamila dan M.Rendy Aridhayan, Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa
Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris
Dihubngkan dengan Bukun Il Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken).
Fakultas Hukum Universitas Suryakarta Cianjur, Vol. 32 no. 1 (2015), h. 32.
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sengketa yang timbul. Memang ada perbedaan antara mediasi, konsolidasi dan
Alternative Dispute Resolution (ADR). Perbedaannya terletak pada aktif tidaknya
pihakketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Maka

Alternative Dispute Resolution (ADR) tidak dapat terlaksana. Kesukarelaan disini

meliputi kesukarelaan terhadap e penyelesaiannya dan kesukarelaan isi

kesepakatan. Dari cara pen ngadilan dan penyelesaian di luar
pengadilan, maka ca

arah, komunal dan atau

sengketa dengan me

ifat kesukarelaan dala yang cepat,

edur rahasia (confidenti ) lebih besar

dalam yarat penyelesaian masalah, biaya, serta
tinggi ki
2.2.4 K

psional atas

engketa atau

uai  sebagai

2Anita Kamila dan M.Rendy Aridhayan, Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa
Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris
Dihubngkan dengan Bukun Il Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken).
Fakultas Hukum Universitas Suryakarta Cianjur, Vol. 32 no. 1 (2015), h. 33.
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jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai
barang tersebut, untuk menjamin suatu putusan perdata dapat dilaksanakan.?®
Conservatoir beslag diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 (1) RBg

atau Pasal 720 Rv, antara lain: menyita barang debitur selama belum dijatuhkan

putusan dalam perkara tersebut serta nya, agar barang itu tidak digelapkan atau

diasingkan tergugat sela oerlangsung. Pada saat putusan
dilaksanakan, pelunase penggugat dapat terpenuhi
dengan jalan menjua g sitaan itu.

sita jaminan

pada d ditimbulkan
oleh w iletakkannya sita pada , barang itu
dapat d pada pihak ketiga, sehi pai putusan

Apabila tergugat tidak i aran secara
atau ganti rugi itu, diambil : arang sitaan
melalu an lelang. De

debitur, lain: bukan mohon sita)

kkan meluna 24

milik atas
benda tidak bergerak, antara lain: ‘hanya terbatas atas objek barang yang

diperkarakan, dan tidak boleh melebihi objek tertentu. Pelanggaran atas prinsip itu,

>Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), h. 124

**M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 339.
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dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of authority), dan sekaligus
merupakan pelanggaran atas tata tertib beracara, sehingga penyitaan itu dikategorikan
sebagai undue process atau tidak sesuai dengan hukum acara.

2.2 Terhadap objek dalam sengketa utang atau ganti rugi

Objek sita jaminan dala 1 utang-piutang atau ganti rugi dapat

diterapkan alternatif berikut:

au tuntutan ganti rugi dijamin dengan agunan

. Penerapan
yang d 0. Pasal 227
ayat (1 skan antara lain: sega r baik yang

k bergerak, menjadi ta
UH Perdata) dan bar.
erak dapat diletakkan sit

permintaan kan tetapi, an menyita

seluruh

milik terg ekta utang atau rugi harus

mempe prinsip yang at (8) HIR, P3

ulukan pPrAnn'E MIR)EIa nilai ba

RBG, yaitu

antara | rgerak yang

disita ampai di situ
saja. Sedangkan kalau bara ang b ak tidak mencuk ah tuntuan baru
dibolehkan meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak, memperhatikan

tata tertib penyitaan tersebut, dilarang langsung menyita barang tidak bergerak jika

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 341.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



25

tergugat memiliki barang bergerak. Namun, apabila sama sekali tidak ada barang
bergerak dapat langsung disita barang tidak bergerak.
2.2.2 Terbatas pada barang agunan

Perjanjian utang-piutang dijamin dengan agunan barang tertentu, sita jaminan

dapat langsung diletakkan di atasnya oun bentuknya barang tidak bergerak serta

dalam perjanjian kredit yang 1.barang tertentu, pada barang itu

melekat sifat spesialitg beri hak sepa a kreditor. Oleh karena itu,

perjanjian kredit

entu, hanya

meliput i pa mempersoalkan nil nuhi jumlah

nilai tidak cukup mem , penggugat
dapat annya dengan jalan me toir beslag)
yan sesuai dengan asas yang 1131 KUH
ra Pelaksana
ai tata cara sal 227 ayat
() HI 97, 198, dan

Pasal 197 HIR. Bertitik tolak dari Pasal 226 ayat (3) HIR, tata cara dan syarat

*®M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 341.

?’Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen
Litegasi (CET. Ill; Kencana: Jakarta, 2015), h. 78.
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pelaksanaan sita jaminan sama dengan sita revindikasi, tunjuk kepada ketentuan Pasal
197 HIR sepanjang objek sita jaminan itu berupa barang bergerak. Akan tetapi,
apabila objeknya barang tidak bergerak, harus ditaati ketentuan Pasal 198 HIR, yaitu

mendaftarkan dan mengumumkan berita acara penyitaan di kantor pendaftaran yang

berwenang untuk itu. Pokok-pokok dé jaminan, antara lain:
2.1 Dilaksanakan berdasar ), yaitu dituangkan dalam bentuk
ajelis yang bersangkutan

U jurusita untuk melaksanake a jaminan terhadap harta

2.3 Me an kepada tergugat i ari, tanggal,

rta tempat penyitaan ag i penyitaan.

ah dijelaskan, kehadira njadi syarat

2.5 Pelg sita dilaku ng terletak, yaitu a dan saksi

empat barang ta, tidak sah pe yang tidak

2.8 Menyatakan sita sah dan berharga

2.2.4.3 Sita Jaminan atas Barang tidak Bergerak

RPH Whimbo Pitoyo, Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan
(CET. I; Visi Media: Jakarta, 2012), h. 174.
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Mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan tidak terdapat perbedaan atas
barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dengan demikian, ada beberapa hal yang
bersifat spesifik yang perlu diperhatikan dalam sita jaminan barang tidak bergerak.

Oleh karena itu, selain dari ketentuan yang berlaku terhadap sita pada umumnya,

terdapat ketentuan yang bersifat kh dap sita jaminan barang tidak bergerak,
yang terpenting di antaran
2.1 Penjagaan barang
pada Pasal 197

jerak, antara

dalam Pasal 508 Rv,
g sitaan, dibarengi den

nya harga barang sitaan ata

siap hendak dikumpulkan, dianggap sebagai barang yang melekat pada objek sita
jaminan. (2) dan hasil tersebut merupakan bagian yang harus dibayar kepada

penggugat bersama-sama dengan hasil penjualan lelang barang objek sita jaminan.?

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 345.
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2.4 Penerapan sita penyesuaian tidak mutlak
2.5 Pengadilan dapat memerintahkan penggugat member jaminan
2.6 Berhak mengajukan bantahan atau perlawanan

2.7 Tersita berhak memberi barang pengganti objek sitaan

2.8 Pernyataan sita jaminan sah da
2.2.5 Konsep Eksekusi d

Eksekusi pad dilaksanakan h Ketua Pengadilan, yang
dulu memeriksa d

utuskan perkara itu gkat pertama. Dengan

dan diputus

Ketua P angkutan, seperti ditent 195 (1) HIR

hakim atau eksekusi p lain adalah
realisas n pihak yang bersangkutan mem yrestasi yang
ara lain:

membayar

mlah uang.

2.2.5.2 u perbuatan.

dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi,

pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim agar kepentingannya

yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.

**M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 339-348.
®! Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (CET. II; Kencana: Jakarta, 2014), h. 173.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



29

2.2.5.3 Eksekusi riil. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan
kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riil itu,
adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti

apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan

eksekusi riil, maka yang berh ang menerima prestasi. Eksekusi riil ini
tidak diatur dala alam  Pasal 1033 Rv. Adalah

pelaksanaan p c pengosongan benda tetap.

an alat kekuasaan itu tetap

ng yang dihukum beser usi jenis ini

am Rv., namun oleh oleh praktik

azim dijalankan. HIR hany: si riil dalam

itor menjual

barang 1155, Pasal

adalah tiap-tiap
barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.** Selain itu, secara

yuridis pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.

*’Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), h. 108.

#Kitab Undang-undang Hukum Perdata (CET. Ill; Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2007), h.
145,
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Barang-barang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. Benda bergerak
adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan sesuai Pasal 509 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW), misalnya hak memungut hasil atas benda.
Diantara macam-macam benda-benda sebagaimana disebutkan diatas, tanah sebagai
benda tidak bergerak merupakan salah satu objek pewarisan.

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa
hukum. Peralihan hak:milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila
pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya
kepada pihak lain. Perihal hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan
sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak,
hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak.**

2.3 Tinjauan konseptual

2.3.4 Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) vyaitu
pelaksanaan/ penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan
atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).®

2.3.5 Sita Jaminan (Conservatoir<Beslag) merupakan sita yang dilakukan terhadap
harta benda milik™ " debitor. Kata conservatoir sendiri berasal
dari conserveren yang berarti'menyimpan, dan conservatoir beslag menyimpan
hak seseorang. Maksud sita jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang
tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagal pelunasan utang tergugat.

Perihal conservatoir beslag ini diatur dalam pasal 227 (1) HIR, intisari dari

*Anita Kamila dan M.Rendy Aridhayan, Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa
Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris
Dihubngkan dengan Bukun Il Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken):
Jurnal fakultas Hukum Universitas Suryakarta Cianjur, Vol. 32 no. 1 (2015), h. 30.

% Alihamdan, Pengertian Implementasi, https://alihamdan.id/implementasi/ (25 Juni 2018).


http://hukumpedia.com/index.php?title=Conservatoir_beslaag&action=edit
https://alihamdan.id/implementasi/
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ketentuannya adalah sebagai berikut: (1) harus ada sangkaaan yang beralasan,
bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal
akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. (2) Barang yang disita

itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik

penggugat. (3) permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang

memeriksa perkara ohonan harus diajukan dengan

u diletakkan baik terhadap

akhiri atau menyelesai au sengketa

tusan adalah perbuata nguasa atau

2.3.7 Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah
I o o I

mempunyai kekuatan h_ukum tetaF éin kracht van gewijsde) yang dijalankan

pelaksanaan Putusan Pengadllan

secara ﬁaksa oleh karena plhak Erikalah dalam perkara tidak mau mematuhi

235 PAREPARE

alan) adalah

atau materi

*®EdwinSyah Putra, Pengertian Sita Jaminan,
http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-dan-tujuan-sita-jaminan.html (25 Juni 2018).

%" Bambang dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012),
h. 85.

%Ade Sanjaya, Pengertian Eksekusi, http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-
eksekusi-definisi-sumber.html (25 Juni 2018).
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lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.
Tirkah yaitu semua harta peninggalan si mayit sebelum diambil untuk kepentingan
pengurusan mayit, wasiat, atau pelunasan hutang.*® Sedangkan Al-Irts menurut fikih

adalah sesuai yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang

karena kematiannya itu menjadi ha 40

isnya secara syar’i.
2.4  Kerangka Pikir

Penyitaan be terminology (Belanda), dan istilah
Indonesianbeslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang

jugat secara

enjagaan (Custody) itu
adilan atau hakim, b itkan dalam
arang yang disengketak

t pembayaran atas pelunas

)emeriksaan,

sampai yatakan sah

atau tid:

%9A. Hasan, Pengertian Harta Warisan, http://www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Harta-
Warisan-Pusaka-YangDibagikan.html, (25 Juni 2018)

**Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani(Jakarta:
Gema Insani, 2011) h. 340.

*'M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 282.
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Implementasi Conservatoir Beslag Terhadap Eksekusi Harta Warisan
(Studi  Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara Nomor:

304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

Conservatoir Beslag

Analisis Putusan Hakim

Nomor: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

Efektivitas Hukum

Keadilan

A 4

Eksekusi Harta Warisan

Permohonan Conservatoir Beslag di

kabulkan

2. Sita Eksekusi dilaksanakan tanggal 27
Juli 2015

3. Pembagian harta warisan kepada masing-
masing ahli waris berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim

L
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BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Jenisdan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan skiripsi ini adalah jenis

penelitian kualitatif, yaiu rencana ktur penyelidikan untuk memperoleh

jawaban atas pertanyaan pe iptif yang di peroleh dari hasil

interview.

mengenai

Jang-undang

yang terjadi di Penga eng Rapang.

ndang-undangan terse

ujuan yang telah dit pihak yang

sedur yang
usan hakim

ini meliputi

bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan memperoleh
keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong
pelaksanaan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diterima.

Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas

34
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masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan aspek
hukum dan realita yang terjadi menyangkut penerapan sita jaminan dalam Putusan
hakim tentang eksekusi harta warisan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Sumber Data
Dalam proses peng penyusun menggunakan sumber

hukum primer dan se

angsung dari

info i We 3 di lapangan.
rupa g yang dikategorikan penelitian
ertanyaan penulis. Ada g diperoleh
dari Pe j Pengadilan Agama Si
3.2.1.2 huk under

hukum seku penjelasan da

hukum primer s m kum, Al-Qu uku skripsi,

wauPiiREPARE

dilakukan di
penelitian ini

dilakukan selama + 2 (dua) bulan.

*2Jhonnyibrahim,Teori dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  (Malang:
Bayumenia.2006),h.392.

*A. Muh. Ali Hanafi, “Impelemtasi Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris
pada Masyarakat Islam di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)”
(Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2014), h. 43.
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3.4 Metode Pengumpulan data
3.4.1 Wawancara Yyaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara
langsung. Pewawancara disebut sebagai interviewer dan orang Yyang

diwawancarai disebut sebagai interview.*

3.4.2 Observasi yaitu Proses peng pencatatan secara sistematis mengenai

gejala-gejala yang njadi salah satu dari teknik

litian, yang direncanakan

ndalan (reliabilitas) dan

ian dalam rangka me i erkait objek

analisis iti aNj3 di lapangan

atatan hasil

suai - dengan

Wawancara,

http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-observasi-dan-jenis-observasi.html, (25 Juni 2018).

*®Husaini Usman dan Purnomo, Pengertian
Observasi,http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-observasi-dan-jenis-observasi.html, (25
Juni 2018).

*®Srikandi Rahayu, Pengertian Studi
Dokumentasi,http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-
kekurangan-Kelebihan.html, (25 Juni 2018).
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permasalahan dan tujuan penelitian, kemudian diberi pengkodean sehingga
memudahkan peneliti dalam menganalisa secara keseluruhan.
Penelitian data secara keseluruhan dilakukan setelah kegiatan pengumpulan

data di lapangan dinyatakan rampung dan data diperlukan sudah lengkap. Teknik

analisis yang digunakan adalah anali iptif kualitatif semua data hasil temuan
di lapangan.
Adapun prose angkah sebagai berikut:

3.5.1 Data reductio uksi data) yakni merangkt emilih hal-hal pokok,
data kasar
hasil di 12

352D n data) menyajikan dat ang bersifat

ecara urut berdasarkan lapangan.
353V i esimpulan) yakni penj 1 data dalam
ang secara jelas menunju a, sehingga

47
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“"Andi Afandi, “Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Harta
Bersama dan Harta Warisan pada Pengadilan Agama Pinrang)” (SKripsi Sarjana; Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015), h.56.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Pengadilan Agama Sidenrer ppang bersamaan dengan terbentuknya
pemerintahan daerah Kalk appang. Pada masa dimana
pemerintahan kerajaar antara, Sidenreng Rappang
memiliki 2 (dua) kerajaan vaitu kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang dengan
roda pe i rsebut tidak
memili S i i da luk masing-
satukan oleh

masing tahun 1889-1904 kedu

ddatuang Sidenreng Ra tahun 1906
manah sebagai Adda | sekaligus
i Arung Rappang ke XX t sengit yang
erah kepada
ua) wilayah
rangkat dan
ing dengan
sejakkolonil
dan lain-lain.
Dikala itu pulalah tanah air Indonesia mendapat angin segar untuk memulai panasnya
babak baru menatap kemerdekaan yang selama ini menjadi cita-cita bangsa. Dengan
semangat kemerdekaan, pemerintah Indonesia secepatnya menata birokrasi seperti

pada tahun 1959, terbentuknya UU No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-

38
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daerah tingkat Il. Maka dari itu secara resmi dengan UU tersebut wilayah Swapraja
Sidenreng dan Swapraja Rappang dinyatakan sebagai suatu wilayah daerah Otonom
tingkat Il yang pusat pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene Sidenreng.

Seiring denganterbentuknya pemerintahan negara yang sistematis dengan dimulainya

sistem pemerintahan Presidensial tu oleh berbagi bawahan Presiden yang

dinamakan Menteri dan epartemen-Departemen, maka
terbentuk pulalah D berkelanjutan melakukan
perubahan tanan kehidupan keag eperti mengatur tentang
berjalannya

1967 yang

Syariah yang masih dal men Agama
amah Syariah Parepare.

Sidenreng Rappang akan ah  hukum

a Makassar yang cakupa mny. puti - seluruh

sebelum tah 3 kabupaten

pada saat itu. n berdirinya
n 1967 mak uh wilayah
Pengadilan

a Sidenreng

Diawal kinerjanya sebagai lembaga hukum, Pengadilan Agama Sidenreng
Rappang Menyewa Gedung Kantor yang berdekatan dengan Kantor Pengadilan
Negeri Sidrap Kemudian pindah menyewa Gedung Sendiri di Jalan A. Ujeng yang

sekarang Berubah menjadi Jalan Callakara. Bangunan gedung Pengadilan Agama
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Sidenreng Rappang dibangun pada tahun 1978 dengan anggaran Departeman Agama
dan lokasinya mendapatkan Hibah dari PEMDA Kab. Sidrap pada saat itu, kemudian
pada Tahun 1999 diterbitkan undang-undang yang menyatukan semua badan

peradilan di bawah nauangan Mahkamah Agung. Tahun 2004 Pengadilan Agama

diserahkan oleh Departeman Agama hkamah Agung sehingga pada tahun 2008

mendapat Anggaran dari | K Pembangunan Gedung Baru

dilakukan perubahan gan prototipe g ahkamah Agung Republik

dijalan Korban 40.000 J pangkajene Kecamatan

ng Rappang

nggaran pembangunan baru oleh
rampung pada tahun kali tahap
ng ruang sidang utam ilan Agama

di jalan korban 40.000 ji e Kabupaten

mempunyai

yakni seluas

Dikala masih dipimpin oleh K. H. Hakim Lukman sebagai ketua Mahkamah
Syariah Sidenreng Rappang yang dijabatnya mulai tahun 1967 s/d 1976 dan secara
terus menerus dijabat secara bergantian sampai sekarang dengan nama-nama sbb:

1. K. H. Makkah Dullah BA (1976-1988)
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Drs. H. Muhammad Thoai (1988-1990)
Drs. Abdullah Masamba (1990-1991)
Drs. H. A. Patawari, S.H (1991-1998)

Drs. H. Muh. Yannas, SH. MH
Dra. Hj. Harijah. D, M
. Qosim, SH.

11. Drs
12. H. H. (2018)
da itu dibawah pem
reng Rappang mend
memba ) tara yang berlokasi di JI. K

berdiri 3 i i i anti ditahun

2
3
4
5. Drs. H. Muh. Thahir, SH,.M.H (1998-2004)
6
7
8
9

itu, Kantor
uk dipakai

Pangkajene

ng Rappang

yakni sg sa/kelurahan

Departemen Agama RI sampai tahun 2004 dan setelah itu secara administrative dan
terbentuknya peraturan pemerintah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang bergabung
dan bernaun satu atap dengan Mahkamah Agung RI bersamaan dengan 3 peradilan

lainnya. Dengan melihat potensi penduduknya mayoritas Islam sebanyak 87%
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lebihnya beragama Hindu dan Kristen. Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
dituntut agar berkompoten dalam hal tugas sebagai aparat peradilan yang baik,
berwibawa, dan professional dan modern.*®

4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Dalam setiap instansi mau a, baik bersifat pemerintahan maupun

non-pemerintah, tentu memi sebagai acuan jangka pendek

maupun jangka panj ing-masing lembaga, perlu

ada gagasan tertulis sebuah sistem manaje i dan misi masuk dalam

ai Visi yang telah dise jelé engenai Visi

dan mis i mampu memberikan

peneliti juga

g Visi dan Misi Pengadi g Rappang.

lan Agama an lembaga

memiliki vi kuat untuk

appang. Ad: isi tersebut

adalah 5ih, mandiri
dan pro
4122N
Misi sebagai usaha untuk mencapai Visi yang telah disetujui, maka

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memiliki 5 tahapan usaha dalam

*®pASidrap, Sejarah Pengadilan Agama, http://pa-sidenrengrappang.go.id (Di akses pada: 02-
10-2017)
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mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun Misi tersebut sebagai
berikut:
1. Mewujudkan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bebas dan tidak

memihak.

Melaksanakan proses berperk 1g sederhana cepat dan biaya ringan

Memberikan pelayan

a > DN

ngkungan yang bersih,

Agama ‘ ang Bersih, Mandiri da
i Pengadilan Agama Si
an Pengadilan Tingka : rfungsi dan
, memutus, dan menyelesai a di Tingkat

orang-orang , Kewarisan,

Wasiat bah yang dil agaf, Zakat,

Infaq d: asal 49 UU

Nomor

mempunyai

fungsi sebaga

4.1.3.1 Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi
perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

4.1.3.2 Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
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4.1.3.3 Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan
Pengadilan Agama.
4.1.3.4 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam

pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.

4.1.3.5 Memberikan pelayanan an pertolongan pembagian harta
peninggalan diluar se ng yang beragama Islam.
4.1.3.6 Waarmerking ngan untuk pengambilan

4.1.3.7
Advokat/Penasehat Hu

414 gadilan Agama Sidrap

g Rappang (Sidrap) s lilingi oleh
delapan tetangga yang juga sekali gah-tengah
jazirah idrap yang
memili A elatan. Luas

ratif terbagi
dalam kabupaten
timur-barat

otomatis juga
menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki daya akses yang luas dan

mudah dari segala penjuru, sehingga menjadi nilai tambah bagi Kabupaten Sidenreng

*pASidrap, Profil, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sidrap. http:/pa-
sidenrengrappang.go.id (Di akses pada: 02-10-2017).
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Rappang dibanding dengan daerah lainnya.Secara Georafis Sidenreng Rappang
Terletak Antara 3°43- * -4°09” Lintang Selatan ;119°41->-120° 10” : Bujur Timur™
Adapun penduduk Sidenreng Rappang seluruhnya berjumlah + 248.757 jiwa, yang

terdiri dari119.403 jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan129.354 jiwa berjenis kelamin

perempuan.
Berdasarkan data yan n. Agama Sidrap pemeluk agama

Islam begitu banyak aftar. s ng Rappang ditahun 2013

Juduk yang

kat, wakaf,

elaksanaan Conserva slag dap Objek

Putusan No.304/Pdt. A.Si

t 2 Undang-undang No. 0 g perubahan

pASidrap,  Profil,  Wilayah  Yuridiksi  Pengadilan  Agama  Sidrap,http:/pa-
sidenrengrappang.go.id (Di akses pada: 02-10-2017).

*'pASidrap, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidrap,http:/pa-sidenrengrappang.go.id
(Di akses pada: 02-10-2017).

*Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
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“Dalam ajaran agama Islam sebenarnya sudah menyatakan bahwa apabila
terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik, dianjurkan untuk
diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun jika tidak dapat
terselesaikan dengan baik atau terjadi konflik berkepanjanagan maka hal
tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan agama karena
pengadilan agama sebagai lembaga peradilan didunia bagi para pemeluk
agama islam”. 3

Berdasarkan pendapat hakim.Toharuddin bahwasanya sudah jelas kiranya
bahwa untuk sekarang, sengketa mengenai hak milik maupun warisan yang subyek
hukumnya orang beragama islam, maka yang berwenang-untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan adalah Pengadilan Agama.

4.2.1 Objek Sengketa Waris pada Putusan No0.304/Pdt.G/2013/PA. Sidrap

Objek sengketa merupakan:suatu hal yang akan diajukan sebagai gugatan.
Objek sengketa dapat berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.
Namun fokus peneliti dalam penelitian ini adalah Objek sengketa barang yang tidak
bergerak. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ahmad Gazali

selaku hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, beliau menyatakan bahwa:

¥Pada putusan perkara. perdata No.304/Pdt.G/2013/PA. Sidrap, objek yang
disengketakan adalah tanah persawahan yang menjadi warisan orang tua yang
tidak secara merata dibagikan kepada anak-anaknya. Semuanya tercatat dalam
putusan perkara gerdata N0.304/Pdt.G/2013/PA. Sidrap dalam bentuk teks
maupun softfile”.>*

Berdasarkan wawancara jtersebutgpenelitismenjelaskan secara bahwa objek
sengketa yang disengketakanspadaPutusansNo:304/Pdt:G/2013/PA. Sidrap yaitu 11
(sebelas) petak persawahan seluas +£4,54 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang
Benteng, Kecamatan MaritengngakE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas -

batas sebagai berikut :

*Toharudin, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Parepare, 31 Januari 2019.

>*Muh. Gazali Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara dilakukan
di Pengadilan Agama Parepare, 31 Januari 2019.
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- Sebelah Utara . Jalan Poros Tanru Tedong

- Sebelah Timur  : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa

- Sebelah Barat . Saluran Irigasi

Selanjutnya, 5 (lima) peta an seluas +1,46 Ha yang terletak di

en Sidenreng Rappang, dengan

erupa Tanah
dinyatakan
perkawinan
pernama Hj.
aruniai lima
Siri (belum

at 1), (4) Hj.

erbaginya warisan
yang ditinggalkan oleh Pewaris kepada ahli waris lainnya, dalam hal ini yang
dimaksud adalah anak-anak ahli waris dari perkawinan yang kedua, mereka tidak

mendapatkan pembagian warisan seperti yang telah ditentukan oleh hukum

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



48

Islam.Didalam ajaran Islam telah diatur pembagian harta warisan dan hak-hak ahli

waris. Dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 7.

LLdlly & 58T AT 158 Lk G oLl 6 5851 15T 8155 Lk G Ja 5
W 525 (5881 Al &35 ek s

Terjemahan:

Bagi laki-laki ada

peninggalan ibu bapak dan
kerabatnya, dan i

n pula dari harta peninggalan
K menurut bahagian yang

sebut karena
anak dg awinan perta : : 3 emiliki surat
atimi. Latimi
adalah i Binti Latimi dan keke i gat maupun
yang te j. Badariah Binti H. i menguasai,
menik hasil tanah sawah terse . Akibatnya
anak ds inan Kedua Hj. Arisa Binti_Latimi mengaj gatan pada
Pengad : i haknya dari tanah tersebut.

4.2.2 P ) Terjadinya da Putusan .G/2013/PA.

cara membekukan barang milik tergugat. Barang tersebut nantinya dapat digunakan
untuk melaksanakan putusan pengadilan. Adapun tujuan dari sita jaminan agar

tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak ketiga,

>KementerianAgama Republik Indonesia, Al-Qur’an danTerjemah (Jakarta: Pustaka Al-
Mubin), h. 108.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



49

inilah yang menjadi salah satu tujuan sita jaminan yaitu untuk nenjaga keutuhan
keberadaan harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung
sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyebab terjadinya sita jaminan pada Putusan ini adalah karena objek

sengketa dalam perkara ini dikuasai adariah binti Abd. Hafid (tergugat) harta

warisan tersebut di atas (ok i-tergugat yang merupakan harta
warisan/harta peningg ; j. imi yang masih berbentuk
buedel

ek sengketa

tanpa nya. Dalam

n perbuatan melawan

jar hak para

perkara

berdasar hukum pen

dan
emo pada Ketua
ng Rappang untuk me bah ek sengketa

ilik Hj. Arisa binti Latimi elum kepada ahli

surat-surat y. gugat yang ada dz ekuasaannya

sengketa d

idak menm nLErPﬁlREurut huk
0

r hukum penc menyatakan

agar supaya
Ja pihak lain
engketa dalam

perkara ini dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag).
Salah satu dari tujuan Beslag khususnya conservatoir beslag adalah tindakan
persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang

yang dibelaag untuk kepentingan kreditur atau penggugat dibekukan, ini berarti
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bahwa barang-barang obyek sengketa yang bersangkutan disimpan (disconserveer)
untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Oleh karena itu, dalam hukum
acara perdata khususnya dalam undang — undang menyediakan upaya hukum yang
dapat ditempuh oleh penggugat adalah conservatoir beslag.*®
4.2.3 Cara Hakim melaksanakan atau menerapkan Sita Jaminan Pada Putusan No:
304/Pdt.G/2013/PA. Sidrap
Pelaksanaan conservatoir beslag terhadap objek sengketa waris pada putusan
Pengadilan Agama' Sidenreng Rappang No: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap, setelah
adanya | peletakan sita terhadap objek gugatan yang dilakukan oleh Jurusita,
penempatan objek sitaan oleh Tergugat. Adapun penegasan mengenai pemanfaatan
dan pemakaian terhadap objek sitaan yang diserahkan pihak Tergugat tidak tercantum
di dalam Putusan No: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap. Menurut Hakim Muh. Gazali

Yusuf, menyatakan bahwa:

Prosesur awal melaksanakan sita jaminan vaitu penggugat mengajukan
permohonan sita kepada pengadilan bersamaan dengan surat gugatan serta
alasan yang kuat kenapa:harus dilakukan penyitaan, jadi sebelum itu hakim
terlebih dahulu mempelajari permohonan yang diajukan oleh penggugat
apakah sudah sesual dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak,
ataupun apakah mempunyai hubungan hukum terhadap perkara yang
diajukan. Setelah dilakukan pemeriksaan serta musyawarah, majelis hakim
secara langsung mengeluarkan ‘penetapan yang berisi mengabulkan
permohonan sita ftanpa; dilakukanssidang jinsidentil. Kemudian sesuai dengan
perintah majelis "maka penetapan tersebut- disertai dengan penetapan hari
sidang dan memerintahkan para pihak yang berperkara menghadap sidang
sebagaimana yang telah ditentukan. Atau bisa juga sewaktu-waktu majelis
hakim dapat mengeluarkan penetapan berisi penolakan permohonan sita
apabila tidak menemukan alasan-alasan yang kuat dalam permohonan sita.
Maka hakim memerintahkan panitera dan juru sita untuk memanggil para
pihak yang berperkara mengahadap ruang sidang sebagaimana yang telah
ditentukan.>’

**Fadli akbar, Tinjauan Hukum Tentang Fungsi dan Tujuan Sita Jaminan dalam Perkara
Perdata, h. 3.

>’Muh. Gazali Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara dilakukan
di Pengadilan Agama Parepare, 31 Januari 2019.
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Terkait perspektif hakim dalam melaksanakan sita jaminan pada Putusan No:
304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap telah sesuai dengan teori keadilan. Telah dijelaskan
sebelumnya bahwa Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan
segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Dalam agama Islam pun
dijelaskan tentang keadilan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang
mukmin agar jika melaksanakan ibadah itu yang ikhlas karena Allah semata, serta
dalam memberikan penyaksian kita diperintahkan agar berlaku adil tanpa memikirkan
menguntungkan lawan dan merugikan sahabat, kita harus berkata yang sebenarnya
dan perintah menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu, tanpa pandang kawan atau

lawan. Dalam Al-Qur’an terdapat dalam QS. Al- Maldah/5 8.

¢l ,:.\m,.ot 1 el ,\me ;._4—,-;;}43_,6@))3&;;
ynumtgmﬁuﬁ\éﬁmwbm’:_)w AR RS
Terjemahnya:

¥Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi ‘dengan adil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap,sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil: "Berlaku-adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan~ >

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah
SWT memperingatkan kepada erang-orang yang beriman supaya berbuat adil.

Dalam hal ini, pelaksanaan conservatoir beslag tidak ada subjek yang
dirugikan. Karena pelaksanaan sita jaminan pada perkara perdata digunakan sebagai
sesuatu yang dibutuhkan dalam memelihara kebutuhan mendasar manusia yakni

berupa harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang kondisi saat itu dalam

*®KementerianAgama Republik Indonesia, Al-Qur’an danTerjemah (Jakarta: Pustaka Al-
Mubin), h. 108.
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penguasaan Tergugat. Dikhawatirkan jika suatu hari pihak tergugat merusak, menjual
ataupun menggelapkan barang yang diwarisi sehingga hakim mempertimbangkan
untuk melakukan atau melaksanakan conservatoir beslag terhadap harta tersebut agar

tidak terjadi kesewenang-wenangan atau menyalahgunakan harta warisan.

4.3  Analisis mengenai perspe kim terhadap Conservatoir Beslag
Eksekusi Harta Wari
an sita ekseku

Permohonan p enghambat jalannya suatu

alasan
punyai kekuatan huku
lam pengabulan cons

n, bahwa yang diguga melarikan

nantinya tidak dapat dimi h Pe t. Tergugat
urat gugatan

kepentingan

ilan Agama
ohonan sita
di PA Sidrap,

adalah:

Alasan menolak karena dalam setiap permohonan khususnya permohonan
sita, harus disertakan dengan bukti kuat bahwa Tergugat ingin
menyalahgunakan harta tersebut karena hakim tidak bisa secara sewenang-

*Fadli akbar, Tinjauan Hukum Tentang Fungsi dan Tujuan Sita Jaminan dalam Perkara
Perdata, h. 11-12.
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wenang menyita harta pihak yang berperkara ketika sidang insidentil dan
dalam hal ini penggugat tidak bisa menyertakan buktinya, minimal dalam
permulaan tidak bisa menyertakan objek yang disengketakan akan disalah
gunakan maka hakim tidak punya alasan untuk mengabulkan atau
permohonan sitanya patut untuk ditolak kalau Penggugat tidak bisa
membuktikan bahwa ada etikad atau indikasi akan disalahgunakannya objek
yang sedang disengketakan.®

Dari hasil wawancara diatas mengenai pandangan Bapak Toharudin bahwa
dalam pengajuan conservatoir-beslag harus disertakan dengan dugaan yang kuat dari
pihak Penggugat, conservatoir beslag akan dilakukan jika dugaan yang kuat dari
pihak penggugat. Conservatoir beslag tidak dilakukan apabila penggugat tidak
mempunyai bukti kuat bahwa tergugat akan menyalahgunakan barang-barangnya.

Adapun pandangan hakim Muh. Gazali Yusuf dalam Putusan No:

304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tentang conservatoir beslag menyatakan bahwa:

Biasanya hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam sita jaminan
mempertimbangkan bahwa dengan dilaksanakannya sita jaminan dapat
mengantisipasi adanya penyalahgunaan terhadap harta yang disengketakan
dalam hal ini, oleh pihak Tergugat. Sehingga hakim mengabulkan gugatan
tersebut untuk mengedepankan kemaslahatan bersama sampai terjadinya
pemeriksaan perkara tersebut d| Pengadilan Agama sehingga mengeluarkan
Putusan yang bersifat.mengikat.®*

Melihat dari pandangan hakim diatas, maka pengajuan Ssita jaminan dapat
dikabulkan apabila penggugat mempunyai alasan yang kuat akan disalahgunakannya
harta yang disengketakang oleh piergugat; sehingga penggugat mengajukan
permohonan SsitawjaminankepadanPengadilanAgamanSidenreng Rappang demi
terpeliharanya hak-hak para Penggugat maupun tergugat terhadap harta tersebut
sampai dikeluarkannya putusan hakim terhadap perkara yang disengketakan.

Sebagaimana tujuan sita jaminan tersebut untuk mencegah kemungkinan bagi

Toharudin, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Parepare, 17 Juli 2018.

®'Muh. Gazali Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara dilakukan
di Pengadilan Agama Parepare, 26 Oktober 2018.
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tergugat melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan
kepentingan lainnya. Selanjutnya apabila permohonan sita jaminan tersebut
dikabulkan, Pengadilan dapat mensyaratkan agar tergugat memberikan jaminan

dalam jumlah yang wajar demi menjaga keseimbangan antara kepentingan penggugat

dan tergugat.®?
Terkait waktu pela dap barang milik tergugat jika

hakim menyetujui pel

Pelaksanaan

ebut maka pelaksanaa i serta merta
Pelaksanaan sita ja ntung pada
n seorang hakim. Jika

layak maka hakim a

uk legalisasi akan dilak darang yang
sekusi oleh Juru sita.

apabila den imena dan gugatan

Juru sita
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015, pada

Putusan Tingkat Pertama.

82Griti Hesti Astiti, Sita Jaminan Dalam Kepailitan, (Yuridika: Vol. 29 No 1, Januari - April
2014), h. 64

®*Toharudin, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Parepare, 17 Juli 2018
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Berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam
perkara Nomor: 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap, Majelis Hakim yang menangani Perkara
ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat.
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gug: penggugat untuk

a binti Latimi (wafat 6 Agustus 1974) sebagai pewaris.

Siri (penggugat 1)
ri (penggugat 1)
Siri (turut tergugat)

(penggugat I11)
objek seng

55 m? yang
, Kabupaten

o Sebelah Selatan anah sawah Mahmud Ewa

o Sebelah Barat : Saluran Irigasi
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b. 5 (lima) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 16.535 m? yang terletak di
Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngakE, Kabupaten Sidenreng Rappang,
dengan batas-batas:

o Sebelah Utara . Tanah Sawah Hj. Bahaiya

o Sebelah Timur Sawah H. Toalu

o Sebelah

Hafid (tergugat)
Siri (penggugat 1)
enggugat 1)
nti Siri (turut tergugat)
Siri bin Siri (

tergugat atau si m i ¢ lan alm. Hj.

Latimi untu

berhak spﬁenm%sing dala

kepada ahli

daan kosong
dan
emungkinkan
untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka

umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

8. Menyatakan surat-surat berupa;
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- Sure’ Pabbere (Surat Hibah) tertanggal 15 Desember 2604 menggunakan
sistem kalender Jepang (sama dengan tahun 1944 Masehi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Desa Pangkajena atas nama Sitti Badariah

asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 SI Gambar Situasi Nomor

- Sertifikat Hak Mili jkajene atas Nama Sitti Badariah

Gambar Situasi Nomor

objek-objek

9. Me an ti rima gugatan penggugat 2bihnya.

10. Me dua belah pihak (para t, dan turut

ar biaya perkara ini sec g sejumlah

a lima ratus sebelas ribu ru

hakim iliki ac i : uk lahirnya
suatu p ah me 5 da ingga hakim

dalam
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BAB V
PENUTUP
5.1 kesimpulan
5.1.1 Pelaksanaan Conservatoir Beslag terhadap Putusan

No0.304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap Cons beslag merupakan suatu tindakan

persiapan yang dilakukan ole gan mengajukan permohonan sita
kepada Pengadilan Ag Ja 3 gugat tidak menggelapkan

atau membawa lari ‘baranc ggugat mengajukan permohonan

ng diajukan oleh pengg suai dengan

aku atau tidak, ataupu i hubungan

yang diajukan. Setela ksaan serta

im secara langsung menge yang berisi

ng insidenti dian sesuai

dengan jeli sebut disertai deng etapan hari

berperkara

o o G P A R E

dap sidang

m terhadap
ebagai seorang
hakim tidak boleh sewenang-wenang memutuskan untuk menyita harta pihak yang
berperkara sebelum membuktikan objek yang disengketakan akan dipindah
tangankan. Karena pengajuan sita jaminan tentu harus memiliki dugaan yang

beralasan dari pihak Penggugat sesuai perihal Sita Jaminan yang diatur dalam Pasal

58
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227 jo. Pasal 197 HIR, Pasal 261 jo. Pasal 208 Rbg, yang inti sari pengaturannya
yaitu: 1). Harus ada sangka yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan
dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapan atau melarikan barang-

barangnya, 2) Barang yang disita itu adalah kepunyaan orang yang terkena sita,

artinya bukan milik Penggugat, 3 1onan diajukan kepada Ketua Pengadilan

yang memeriksa perkara mohonan harus diajukan dengan

surat tertulis, 5) Conse ag dapat dilakt diletakkan terhadap barang

atoir Beslag
arisan (Studi Putusa a Sidenreng
304/Pdt.G/2013/Pa.Si 3 usun dapat
rans erikut:

men n pasal 227 ayat (1) HIR,
atau sudah a tersebut bel

akim tidak b emutuskan

ang berperka objek yang

h tangankp HHEPpAﬂE warisan.
0

5.2.2 ini dengan

luas.
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PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan iksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat ah menjatuhkan putusan erikut dalam perkara waris

antara:

m, bertempat

g Timoreng,

an  Maritengngak, Rappang,

ya disebut penggugat I;
- Muhta tahun, pekerjaan Wiraswa! empat tinggal
ermata Indah, Kelurahan . Kecamatan
ariten Kabupaten _Siden tnya disebut

penggug

- Gaffar Siri, umur 40 empat tinggal
Kecamatan

I"i;

a disebut para
Nasir, S.H.,
Advokat/Pengacara, an Je Yani, Lorong 2 Nomor 29
Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27
Mei 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan
Nomor Register 19/SK/AD/2013/PA.Sidrap tanggal 4 Juni 2013;
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melawan

- Hj. Badariah binti H. Hafid, umur + 71 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jin.
Muhammad Arsyad No0.91 RT/RW 004, Kelurahan Ujung Baru,

Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat;

- Hj. Sumarni Siri binti Siri, umur 57 tah pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat

tinggal JI. B elurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki

lisebut turut tergugat;

kti-bukti surat dan mende

DUDUK PERKAR

gat berdasarkan surat gu 5 Juni 2013
yang telz aniteraan Pengadilan Agam lalam register
dengan A.Sidrap tertanggal 5 _Juni 2 at dalil- dalil

sebagai

Agustus 1974

n 2 (dua) kali

. tahun 1998

H.Abd.Hafid

tu itu hanya

berlangsung selama 2 (dua) tahun selanjutnya bercerai dengan cerai hidup.

- Bahwa setelah bercerai dengan suami pertama H.Abd.Hafid, Hj. Arisa binti Latimi
menikah lagi yang kedua kalinya dengan lelaki yang bernama H.M.Siri (almarhum) juga
telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1973 dan selama membina rumah
tangga dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing;

1. H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I)
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2. Megawati Siri binti Siri (belum dewasa meninggal dunia tahun 1952)
3. M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat I1)
4. Hj. Sumarni Siri Binti Siri (turut tergugat)

5. Gaffar Siri bin Siri (penggugat I11).

Bahwa oleh karena Megawati
1952 lebih dahulu meni

Latimi sehingga ahli

ah) telah meninggal dunia pada tahun
Almarhumah Hj. Arisah binti
inti H. Abd Hafid (tergugat),
H. M. Syahrir Sir in Siri (penggugat I1), Hj.
1), karenanya
ah Hj.

n ahli waris tersebut jug ; benda yang
el) yakni pada point 1 d ipe j. Arisa binti
yang benama Latimi awaan dalam

um harus jatuh kepada ah
ng masih berbentuk boedel yang Almarhumah

ahan Lautang

engan batas -

- Sebelah Selatan . Tanah sawah Mahmud Ewa

- Sebelah Barat . Saluran Irigasi
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b. 5 (lima) petak persawahan seluas +1,46 Ha yang terletak di Kelurahan Wala,
Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara . Tanah Sawah Hj. Bahaiya

Sebelah Timur anah Sawah H. Toalu

Sebelah Selatar anru Tedong

aiy Hj. Badariah

eta) dikuasai

menguasai, mengambil d
s Hj. Arisa binti Latimi ya ara ini adalah
awan hukum dan melang

peng memohon kepal etua

membuahkan

mengenai objek sengketa dalam perkara 'ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak
sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.

Untuk mencegah tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain
atau siapapun juga maka patut dan beralasan hukum bila objek sengketa dalam perkara ini
dilakukan sita jaminan (konservatoir beslaag).
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Berdasarkan hal-hal dan dalil- dalil serta alasan hukum penggugat di atas maka
penggugat memohon kepada Ketua cg. Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menerima,

memeriksa dan mengadili dengan memutus sebagai berikut :

I. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
Il. Menyatakan menurut hukum bahwa Hj. Arisa binti Latimi meninggal dunia pada
tanggal 06 Agustus 1974
I1l. Menyatakan menurut hu
1. 11 (sebelas) p
Lautang Be

a dalam perkara ini yakni:
a yang terletak di Kelurahan

amatan Maritengnga aten  Sidenreng Rappang,
gai_berikut :

. Tanah sawah

: Saluran Iriga

persawahan seluas +1,46 Ha ya letak rahan Wala,

eng Rappang, batas-batas

Sebelah Utar Hj. Bahaiya

Sebelah 'HA R ERA&\RI EToaIu

- Sebelah Barat Saluran Air

adalah harta peninggalan/warisan Almarhumah Hj. Arisa binti Latimi yang masih

buedel dan yang belum terbagi.

IV. Menyatakan menurut hukum bahwa Hj. Badariah binti H. Abd Hafid (tergugat), H. M.
Syahrir Siri bin Siri (penggugat 1), M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat I1), Hj. Sumarni
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Siri binti Siri (turut tergugat), Gaffar Siri bin Siri (penggugat Ill) adalah ahli waris
yang sah dari Hj. Arisa binti Latimi.

V. Menyatakan menurut hokum bahwa tindakan tergugat dan menguasai, mengambil dan
menikmati objek sengketa adalah tindakan melawan hukum  dan melanggar hak dari
penggugat.

VI. Menyatakan menurut hukum bahw: ala surat-surat yang atas nama tergugat yang

ada dalam kekuasaannya sengketa adalah tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan

VII. Menyatakan sita j sengketa dalam perkara ini

agi secara natura atau e 2mbaga yang
ng dan hasilnya dibagi i wa arhumah Hj.
erhak.

X. ntuk membayar semua imbul dalam

Atau:
ajelis hakim berpe ho tusan yang pa adil menurut
hukum.

pada harFiicmEM RtEan, kuasa enggugat dan

dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk: mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran turut tergugat disebabkan karena

adanya halangan sah menurut hukum
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Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada para penggugat,
tergugat, dan turut tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan
Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai mediator.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh para penggugat dan tergugat, dan
berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap yang
dikeluarkan oleh Mediator tertang

1 Agustus 2013, upaya tersebut tidak
berhasil.
Bahwa pemeri mbacakan surat gugatan para

penggugat, dan para p tanpa ada perubahan.

kan jawaban

tertulis t -dalil sebagai

at menyebut tanah persawe i di Kelurahan
4,54 Ha. Tetapi dalam p : petitum) luas
perbedaan ini

oleh karena s dinyatakan

2. t telah dikuas: a sendiri oleh
. H. Toalu
tahun 1944,
(lima puluh)
0 0 takan bahwa
seandainya pun para penggugat ada hakjatasnya, tetapi haknya itu harus dipandang telah
mereka lepaskan oleh karena telah membiarkan tanah sawah tersebut dikuasai orang lain
dalam waktu yang sangat lama. Sebagai perbandingan dipersilahkan melihat:
a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 09-12-1975 No0.295K/Sip/1973 dalam perkara
Abdul Hamid lawan 1.Katille, 2.Madolangeng dkk :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:
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"selain penggugat-penggugat terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya
sebagai diuraikan pada sub.l dan Il di atas, juga mereka telah membiarkan haknya
berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng
Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah
meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan tergugat

pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa"

b. Putusan Mahkamah Agung N0.200K/Sip/1974 dalam perkara Moh.
Sarjono dan Syafi’i
ukum adat tidak mengenal

N, telah ditolak

diterima.

, Sepe ada kaitannya

dikemukakan dalam eksepsi

pula di sin an demikian

alasan para p

but merugikan tergugat;

La Timi dan

winan antara

ahun, lalu Hj.

Arisa binti La Timi menikah lagi dengan H. M. Siri, dikaruniai lima orang anak yaitu: H.
M. Syahrir, Megawati (meninggal dunia semasa kecil), M. Muhtar, Hj. Sumarni dan
Gaffar, jadi tergugat bersaudara se-ibu dengan para penggugat dan turut tergugat;

4. Bahwa dengan adanya perceraian tersebut di atas maka sejak kecil hingga dewasa tergugat

diasuh sendiri oleh Ibunda Hj. Arisa;
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5. Bahwa Ibunda Hj. Arisa memang sering memberitahukan kepada tergugat ketika mulai
beranjak dewasa, dengan mengatakan bahwa Kakekmu La Timi ada memberikan tanah
sawah kepadamu yang terletak di Kampung Talumae-Guru dan di Kampung Wala-Guru
dan katanya, pemberian itu dilakukan ketika tergugat belum mencapai umur 2 (dua) tahun
dan katanya pula, hal yang sama dilakukan juga La Timi kepada cucunya yang lain, anak
dari Hj. Ajiba binti La Timi dan H. A

juga diberikan tanah sawah di K

u yakni Hj. Bahyah Adam (almarhumah) yang

ru sebanyak 7 Ha;

6. Bahwa apa yang disampai itu ternyata benar. Sebab setelah
h) bertanggal 15-12-2604
i), yang pada kop suratnya

diteliti temyata surat pem

(menggunakan sist er Jepang, atau tahun 1

“SURE'PABBERE

iyasengnge La Timi (A ri Kampong
ng, mangaku sibawa tong i abbi engkaeto
anae, rimajeppuna galu ri watasa'na

uru sibawa Kampong Wala-Guru eng i wanae;
dan seterusnya te engan bahasa
menggunakan
- : i |

(
to

Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi-
Selatan, yang artinya sebagai berikut:

SURAT PEMBERIAN (HIBAH)
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“Bahwa sesungguhnya saya lelaki bernama La Timi (Ambo Jiba) alamat Pangkadjene-
Guru, Sidenreng disaksikan oleh yang turut bertanda tangan di bawah ini menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa sawah saya yang berlokasi di Kampung Talumae-Guru dan
Kampung Wala-Guru sebagai yang tersebut dibawah ini:

Di Kampung Talumae lompok no.2 Sl luasnya 0,13 ha.; no.2 Sl luasnya 3,61 ha.; no.2 SI

luasnya 0,98 ha. Jumlah seluruhn
Cl.

etak yang tertera pada Surat Rente no.30

Di Kampung Wala Saw.1ll luas

ha. No.46 Saw lua:

; n0.46 Saw.lll luasnya 0,10

a. Jumlah seluruhnya t petak, yang sepuluh petak

a hibahkan“kepada cuc ia Kampung

isa dan La Hapi. Hak a h kepadanya

a serahkan setelah say: i ya dan atas
stri s rnama Sarina Indo Jiba.

angkadjene, 604
anda tanganp h
d
PAREPARE °

2. Ambo Andang tanda tangan yang dihibahi,
a.n BADARIA
(cap jempol)

Arisa
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10.

11.

12.

Bahwa yang bertanda tangan dengan cara pembubuhan cap jempol atas nama Badaria
adalah Arisa selaku lbu/wali dari Badariah (biasa juga dipanggil Badaria) tersebut,
berhubung oleh karena Badariah ketika itu belum cakap berbuat sendiri dalam hukum
karena masih di bawah umur (belum mencapai umur 2 tahun);

Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas merupakan pula fakta hukum bahwa tanah-
tanah sawah tersebut tidak pernah b
beralih dari La Timi kepada B a hibah;
Bahwa tentang terjadi

ih dari La Timi kepada Arisa, tetapi langsung

ngnya juga diakui dan disetujui
s dari La Ti
ap jempol untuk dan

oleh Arisa selaku ukankah beliau sendiri telah

bertanda tangan Badaria selaku penerima

-tanah sawah

dalah tidak benar adanya;
embaga yang berwenan i an-perbuatan
eluarga dan kehartabenda am ketika itu,
n.
g dilakukan oleh La Timi kepa i ana tersebut
an disaksikan

15-12-2604
ika itu adalah
yang pernah
) Kadhi yang

diragukan.
Bahwa tanah sawah yang diterima oleh tergugat dari kakek tergugat yang bernama La

Timi tersebut telah pula disertifikatkan atas nama tergugat, yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik N0.982 Desa Pangkajene, Gambar Situasi No. 398/1980, tanggal
09-04-1980, Luas 44.965 m?. asal Kohir N0.668 ClI, Persil No.2 SI.
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b. Sertifikat Hak Milik No0.1170 Desa Pangkajene, Gambar Situasi N0.397/1980,
tanggal 09-04-1980, Luas 16.535 m2, asal Kohir No.50 ClI, Persil No.46 SlI|.

Sudah tentu Kepala Sub Direklorat Agraria Dati 1l Sidenreng-Rappang yang menebitkan

kedua sertifikat hak milik tersebut ketika itu telah bertindak sesuai ketentuan-ketentuan

yang berlaku, termasuk telah mencermati dengan seksama tentang adanya penghibahan

tanah-tanah sawah tersebut oleh La Timi kepada kini tergugat, sehingga kedua sertifikat

hak milik tersebut di atas adalah:j

Adapun jika dalam rtulis Desa Pangkajene hal itu
sudah sesuai den i hun 1980).

13. {j. Arisa telah
urut tergugat
an dari tergugat dan berd anya Majelis
Hakim d i san sebagai berikut:
MENGADILI
1. a penggugat seluruhnya, atau menyataka ( ara penggugat

2. para penggu'JHIﬂa biaya yang t alam perkara
a turut tergugat yang ah hadir di persida skipun telah
dipangg a resmi (ﬂ Ajnﬁin&atswaban ter 28 Agustus

Setelah kami membaca surat gugatan ‘para penggugat, ternyata sedikitpun tidak ada
disebutkan sebab-sebab kenapa kami ditarik pula sebagai turut tergugat dalam perkara ini.
Demikian pula dalam putusan yang diminta juga tidak ada permohonan dari para
penggugat, untuk misalnya kami harus ditindaki bagaimana oleh Majelis Hakim. Gugatan
demikian harus dianggap tidak sempurna dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat
diterima.
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Dalam Pokok Perkara
- Bahwa Hj. Badariah lahir dari perkawinan antara Hj. Arisa binti Latimi dengan H. Abd.
Hafid atau La Hapi. Setelah bercerai dengan dengan H. Abd. Hafid lalu Hj. Arisa Binti La
Timi kawin lagi dengan H. M. Siri, melahirkan lima orang anak yaitu, H. M. Syahrir,
Megawati (meninggal dunia semasih kecil), M. Muhtar, Hj. Simarni, dan Gaffar.
Jadi, para penggugat dan turut terg
Badariah).

- Bahwa adapun tanah-tan

adalah saudara se-lbu dengan tergugat (Hj.

ra penggugat sudah lama sekali
dikuasai dan diambi asaan itu dilakukan dengan

ang diperoleh

i telah pula
rian" (hibah) yang dimak isi an terjadi di

- k benar dalil para pengg tanah-tanah
u merupakan harta warisal isa a Timi.
- risan peninggalan almarhumah i erkawinannya

dan Kkini turut

ohon kiranya
Majelis
1. Menc

tidak
2. Meng

ra penggugat

perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik tertulis
tertanggal 11 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:
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TENTANG EKSEPSI

Bahwa para penggugat menyatakan membantah segala dalil tergugat dalam eksepsinya
kecuali yang sifathya merupakan pengakuan tergugat baik pengakuan secara tegas
maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/ hukum

para penggugat.

Bahwa mengenai perbedaan luas seb na dalam posita gugatan tanah persawahan 11

(sebelas) petak persawahan gkan dalam petitum +5,54 Ha terjadi
kesalahan pengetikan d lapangan adalah +4.54 Ha tanah
persawahan yang Kecamatan MaritengngaE,

Kabup

: Saluran Irigasi

um tersebut hanya men akan tetapi

eh kesalahan
ubah.

ak 1962 oleh

ma Hj. Arisa

erima sebagai
ahli waris dari Hj. Arisa.
Bahwa dengan mengutip Putusan Mahkamah Agung Tanggal 09-12-1975 No.295
K/Sip/1973 dalam perkara Abdul Hamid Lawan Katile dan Madolangen Dkk serta
Putusan Mahkamah Agung Tanggal 11-12 -1975 No.200 K / Sip / 1974 dalam perkara
Moh. Sarjono dan Syafi,i Hasanuddin Dkk Lawan Arso Dkk. adalah sama sekali tidak
relevan dengan perkara ini dengan alasan hukum sebagai berikut :
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o Bahwa para penggugat-penggugat memang tidak mampu membuktikan dalil-
dalilnya sebagaimana para penggugat-penggugat terbanding dalam dalil-dalilnya
sehingga tenggang waktu penguasaan hanya menjadi alat petunjuk atau
tambahan bukti dalam perkara ini sehingga bukanlah lamanya waktu tidak
menguasai objek sengketa yang menjadi dasar hukum dalam peneguhkan hak

kepemilikan akan tetapi dalilsdalil gugatan yang dapat dipertahankan sesuai

dengan pembuktian seb tian formal dalam perkara perdata.
o Bahwa para pen iri atas penguasaan yang dilakukan
oleh tergu alu menyampaikan secara

aris menurut Hukum Islam

etua / Majelis Hakim Pen

dili perkara ini, kiranya m

olak si tergugat
JAWABAN

dikemukakan

warisnya yang sah.

- Bahwa harta warisan yang masih berbentuk buedel yang ditinggalkan oleh Almarhumah
Hj. Arisa Binti Latimi adalah sebagai berikut;

a. 11 (sebelas) petak persawahan seluas +4,54 Ha yang terletak di Kelurahan Lautang

Benteng, Kecamatan MaritengngakE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas -

batas sebagai berikut :
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- Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
- Sebelah Timur . Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe
- Sebelah Selatan . Tanah sawah Mahmud Ewa

Sebelah Barat

aluran Irigasi

b. 5 (lima) petak persawahan Ha yang terletak di Kelurahan Wala,

Kecamatan Mariteng Rappang, dengan batas-batas

sebagai berikut :

. Saluran Air

na tergugat menyatakan rikan kepada

seluas 7 Ha

nti Latimi hal ini tidak ben

Ibunya yang
ukum faraid

...... i kepemilikan
2-2604 yang

aat itu dimana surat tersebut Cacat Yuridis dan

dikeluarkan oleh Kahdi Sidenreng pade
Batal demi Hukum.
a. Cacat Yuridis dengan alasan sebagai berikut :

1) Tanggal yang tertera pada surat hibah yakni tanggal 15-12-2604 yang
dimaksudkan sebagai penanggalan jepang adalah tidak benar oleh karena
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sepanjang Wilayah Keresidenan Sidenreng pada waktu pemerintahan Addatuang
Sidenreng tidak pernah mengenal atau memakai Tanggal Jepang.

2) Kop surat yang dipakai dalam surat hibah ini adalah Kadhi Sidenreng yang
berarti lembaga resmi pada saat itu dan ternyata dalam surat tersebut tidak ada
stempel yang memberikan legalalisasi hukum dan tanpa ditandatangani oleh
Abdul Moein Joesoef dan Latimi sebagai pemberi hibah.

3) Dalam Surat hibah tersebut berbunyi-Warengngi appoku riyasengnge | Badaria
Kampong Pangkajene ana Nangurusiye Arisa Na Lahapi hal ini bisa dicermati
bahwa pada saat itu si pembuat surat hibah mengetahui  sudah ada anak yang
lahir dari'Hj. Arisa selain dari suaminya yang bernama Lahapi. Sehingga dengan
isi surat ini jelas menandakan surat hibah dibuat setelah lahirnya para penggugat
yakni H. M. Syahrir Siri yang lahir pada tahun 1946 sehingga dengan jelas fakta
hukum ini dapat mengungkap dengan jelas surat hibah ini dibikin setelah
meninggalnya Latimi dan patut diduga terdapat indikasi pidana yang termuat
dalam surat hibah tersebut.

4) Dalam surat hibah ini setelah dibaca secara cermat tercantum juga dalam isinya
Wabberengngngi riwettu Madisikku sibawa lao lialeku siibawa situruka baineku
riyasengngE | Sarina Indo Jiba jadi dalam surat hibah ada persetujuan dari
isterinya dan ternyatawdalam surate-hibah | Sarina Indo Jiba tidak Ikut
bertandatangan dan yang lebih fatal secara hukum dalam surat hibah ini Latimi
sebagai pemberi 'hibah tidak menandatangani surat hibah dan kalau yang
dimaksud Bate Limanna iatau mangaku Latimi adalah tangdatangannya dengan
huruf latin depgan tertulis Latimi berarti terdapat lagi suatu fakta hukum yang
terang benderang dan juga patut diduga ada pihak lain yang merekayasa dan
menulis nama tersebut oleh karena Latimi tidak bisa menulis dalam huruf latin.

b. Batal demi Hukum dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa apakah pantas dan adil manakala Latimi memberikan semua hartanya
objek sengketa dalam perkara pada saat itu sedangkan diketahui masih ada
Isterinya Hj. Sarina yang meninggal dunia pada tahun 1974.

2) Bahwa hibah disamping memenuhi Rukun hibah yaitu agid (pemberi), penerima

hibah, sesuatu yang diberikan, dan shigat juga hibah harus memenuhi syarat-



syarat hibah yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 Bab VI

tentang Hibah.

Pasal 1 Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal
sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-
banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dihadapan orang

saksi untuk dimiliki

an harus merupakan hak dari

3) Bahwa yang tertanggal 15-1 alah bertentangan dengan
i ah bagi Umat
amu sekalian
enolong atas
memberikan
usafir (yang
R.Al. Bukhari

beri hadialah

| Karim dan

diwakili cp AJR/IEFﬁ R\Eenyak3|ka ertandatangan

jugat meneliti
buhkan dalam
surat hibah itu hanya nama saja tercantum (tanpa ada tandatangan) untuk memberikan
legalitas hukum dalam surat hibah tanggal 15-12- 2604 bukan tanggal Masehi atau
Tanggal Hijriah (tanggal Islam) sebagaimana tanggalnya Orang Islam.

Bahwa sehingga perbuatan tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa
tanpa menghiraukan hak ahli waris Hj. Arisa Binti Latimi yang lainnya dalam perkara ini

adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para penggugat maka
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patut dan berdasar hukum penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Sidenreng untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Hj.
Arisa binti latimi yang belum terbagi kepada ahli warisnya.

- Bahwa penggugat telah berupaya sekuat tenaga melalui pemerintah dan tokoh masyarakat
agar tergugat untuk memahami persoalan yang sesungguhnya namun tidak membuahkan

hasil oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ini agar diselelesaikan sesuai

ketentuan perundang-undangan
- Bahwa segala surat sur. ang ada dalam kekuasaannya
mengenai objek sen engadilan menyatakan tidak
sah dan tidak mem uatan mengikat menuru
i atas, maka

Pengadilan

ari tergugat
Dalam P

Sarina dengan
lebih dahulu

Bahwa terhadap replik para penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik tertulis
tertanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
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DALAM EKSEPSI

Pada eksepsi butir (1) tergugat mengatakan gugatan penggugat kabur, sebab lain yang
disebutkan dalam alas gugat, lain yang dimohon untuk diputuskan. Buktinya dalam alas
gugat dikatakan tanah persawahan yang dituntut luasnya +4,54 Ha sedangkan yang
diminta untuk diputuskan adalah +5,54 Ha.

Dalil ini ternyata dibenarkan ole at sehingga harus dipandang telah terbukti

dengan sempurna menur ekuensi gugatan penggugat harus

dinyatakan tidak dap

ang dikemukakan oleh

as +£5,54 Ha

gugat mengatakan, bahwa jugat ada hak
a tetapi haknya itu haru epaskan, oleh
tanah sawah tersebut dik dalam hal ini
ang sangat lama, yaitu sejak lil eksepsi ini
a alasan yan ukakan oleh
berikut:
penguasaan
berada diatas
lias Indo Jiba
. Apalagi Hj.
ibu kandung
dari tergugat sehingga keberadaan beliau-beliau di atas tanah sawah sengketa pada
tahun 1962 itu kalau memang benar pernah terjadi adalah suatu hal yang biasa saja
sepanjang tergugat selaku pemilik tidak menaruh keberatan.
Dan lebih dari itu, bahkan seandainya pun penguasaan yang dilakukan oleh Hj.
Sarina alias Indo Jiba bersama dengan Hj. Arisa pada tahun 1962 itu mau digunakan

oleh penggugat untuk membuktikan - bahwa penggugat tidak melepaskan hak - ini
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sekedar contoh saja - tetapi dari segi hukum upaya ini sia-sia belaka, sebab bukankah
penggugat sendiri yang mengatakan Hj. Sarina alias Indo Jiba dan Hj. Arisa itu telah

meninggal dunia pada tahun 1974.

Berarti Hj. Sarina alias Indo Jiba dan Hj. Arisa tidak lagi menguasai tanah sawah
sengketa dan penggugat tidak berbuat apa-apa sejak tahun 1974, yang sampai

sekarang sudah 39 tahun, jau atokan waktu untuk terjadinya pelepasan

hak (rechtsverwerking dalam Putusan Mahkamah Agung
tanggal 9-12-197 1-12-1975 No0.200K/sip/1974

kepada para
at hubungan
run temurun

u saling memberi dan men i lik, manakala

n kepada penggugat itu i bahwa tanah
a penggugat.

C. § dimengerti kalau para dak mampu

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam tanggapan terhadap jawaban atas
eksepsi di atas sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan terhadap jawaban dalam
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pokok perkara, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian tidak
terpisahkan satu sama lain.

Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan para penggugat dalam
surat jawabannya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan tergugat.

Bahwa seperti yang telah dikemukakan dalam surat jawaban gugat, alas-hak tergugat
atas tanah sawah sengketa adalah pemberian (hibah) dari LA TIMI (AMBO JIBA)
kepada Kini tergugat, sebagaimana tertera dalam "Surat Pemberian" (hibah) tanggal 15-
12-2604 (kalender jepang atau tahun 1944 M).

Bahwa seperti yang tertulis didalamnya, penghibahan olen LA TIMI tersebut telah
dilakukan dihadapan "Kadhi Sidenreng".

Bahwa oleh karena itu maka penghibahan tersebut harus dipandang telah dilakukan di
muka pejabat yang berwenang, oleh karena pada tahun 1944 itu “Kadhi" adalah lembaga
yang berwenang menyaksikan perbuatan perbuatan hukum di bidang hukum keluarga
dan kehartabendaan di kalangan umat Islam, termasuk penghibahan.

Bahwa tentang kedudukan "Kadhi" sebagai lembaga yang berwenang memangnya juga
diakui oleh para penggugat seperti dapat dibaca dalam surat repliknya halaman (3)
dengan memakai istilah “lembaga resmi*.

Bahwa mengingat “Surat Pemberian” (hibah) tanggal 15-12-2604 (1944 M) itu ketika
dulu dibuat memang disengajasuntuk dijadikan alat bukti tentang telah terjadinya
penghibahan oleh La Timi kepada Badaria - sehingga surat tersebut masuk kategori
“akta" atau "akte" dan dihubungkan dengan apa yang telah dikemukakan pada butir (3),
(4)./dan (5) di atas. maka menurut hukum *'Surat Pemberian” (hibah) tanggal 15-12-2604
(1944 M) itu merupakan ''akte otentik®, dan selaku.demikian maka didalamnya sekaligus
mengandung kebenaran formil dan kebenaran materil. Artinya benar La Timi telah
melakukan penghibahan di hadapan Kadhi Sidenreng dan bahwa tanah sawah yang
tersebut dalam surat pemberian (hibah) tanggal 15-12-2604 (1944 M) itu benar telah
diberikan oleh La Timi kepada Badaria.

Bahwa sebuah akta otentik mempunyai kekuatan bukti mengikat, dalam arti apa yang
ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim. yaitu harus dianggap sebagai

benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Bahwa disamping itu sebuah akta



10.

11.

12.

otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti dengan akta otentik saja
sebagai alat bukti, itu sudah cukup dan tidak perlu ditambah dengan alat bukti lain.
Bahwa oleh karena itu lalu biasa dikatakan, akta otentik itu merupakan bukti yang
mengikat dan sempurna.

Bahwa berdasarkan semua apa yang telah dikemukakan di atas, maka sangat jelas
terlihat bahwa tanah sawah sengketa
binti La Timi, tetapi adalah h

nlah harta warisan dari almarhumah Hj. Arisa

t (Hj. Badaria) yang diperolehnya dari
kakeknya yang bernam
Bahwa para peng rsebut diatas dengan alasan

sebab La Timi tidak bisa
c. a an dengan Pasal 210 Ko
d. I-Qur'an surah Al-Maidah Bagarah ayat

Bal
SeCa

eng pada akta tanda tangan

dibawah nama terang belia dangkan stempel sud ap pada kop

hah bertuliP“lE(dem\IRiEjibawahny n huruf kanji
ide

pernah ada
stempel yang menyertai tanda tangan pada surat pengalihan hak atas tanah. Adapun
tulisan latin LA TIMI atau bahkan "tulisan lontara" dalam akta hibah tanggal 15-12-
2604 (1944 M), sekalipun ditulis oleh orang lain, hal demikian tidak apa-apa. Sebab
yang dipentingkan dalam akta otentik bukan siapa yang menulis tetapi siapa yang
menyatakan kehendak, dan kehendak itulah yang ditulis dalam akta lalu

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Seperti dalam persoalan incasu, La

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



14.

15.

Timi menghadap Kadhi Sidenreng lalu beliau menyatakan menghibahkan tanah
sawahnya kepada Badaria. Pernyataan ini lalu dicatat pada sebuah surat yang

kemudian ditanda tangani oleh Kadhi Sidenreng. Ini sudah cukup.

Pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia, penanggalan atau kalender Jepang
memang pernah digunakan, ini dapat dilihat pada naskah Teks Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia yang b
dari tahun 2605 (sistem
Gregorian atau Tah artinya ta nurut penanggalan Jepang sama
i. Sehingga "Surat Pe (hibah) tanggal 15-12-2604

944 Masehi

al 17-8-'05. Tahun '05 merupakan singkatan

y.berbeda 660 tahun dengan kalender

ukum Islam.
)yah La Timi.

dari jumlah

ang dihibahkan benar ad

mempersoalkan keabsahs

imi dan tidak
kan oleh Kini

bertentangan
@av).
urat-jawaban", "surat rian (hibah)"

ara" itu telah
enang, maka
Dengan demikian, maka terjemahan apapun yang dikemukakan oleh para penggugat,

kalau berbeda dengan terjemahan resmi tersebut dengan tegas kami tolak.

Bahwa pada butir (5) Surat Jawaban dalam pokok perkara telah dikemukakan adanya
penyampaian dari lIbunda Hj. ARISA kepada kini tergugat, bahwa La Timi ada pula
memberikan tanah sawah seluas +7 Ha. di Kampung Wala-Guru kepada cucunya yang

lain yaitu kepada Bahyah binti H. Adamu (H. Adamu adalah suami dari Hj. Ajiba binti
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16.

17.

18.

La Timi), keterangan mana telah ditanggapi oleh para penggugat dalam repliknya
dengan mengatakan bahwa tanah sawah seluas +7 Ha. tersebut diperoleh Hj. Bahyah
binti H. Adamu (almarhumah), Hj. Hasnah binti H. Adamu dan Hj. Asmah binti H.
Adamu secara waris dari Hj. Ajiba binti La Timi.

Bantahan ini kami tolak sebab tidak benar. Buktinya tanah sawah tersebut telah
disertifikatkan pada tahun 1976, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No 3in Adam asal Kohir No.28 Cl/Persil
No.46 SlI, luas 1 076 tanggal 16-12-1976.

benar kalau
g diwariskan

. Adamu dan

warisan” darl
tara Kini para
usan bersama

elah terbukti

urut tergugat
a disini kami
ersebut lampiran
mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini. (vide lampiran duplik
tergugat tertanggal 25 September 2013)
Bahwa dari rincian tersebut jelas terlihat, bahwa justru kini tergugat yang belum
memperoleh bagian.

Demikianlah duplik dan tergugat tetap pada jawabannya.
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah
mengajukan bukti yaitu dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan
di bawah sumpah masing-masing:

Pertama;  Sahibu Betta bin Betta, umur 59 tahun; menyatakan tidak memiliki hubungan
dengan para penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada

perkara ini; dengan di ba
berikut:

pah pada pokoknya menerangkan sebagai

- bahwa saksi mengen

sepupu para pengg
- bah i urut tergugat,

ergugat, karena saksi adalah

ayah gat dan turut
tergu ) : afid dan ibu
inti Latimi, jadi para pe gugat adalah

at;

H.Abd.Hafid,
menikah lagi

imi menikah dua kali, y.

keduanya bercerai hidup,

- perkawinan HjzArisa binti Latimi-de .Hafi ai satu orang
.Badariah (terg #
- perkawinan A 4 atimi ai lima orang

ati binti Siri,
Hj. Sumarni

11 (sebelas) petak persawahan®seluas kurang lebih 4,50 Ha yang terletak di

Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngak, Kabupaten Sidenreng
Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong

- sebelah  Timur . saluran Air/tanah Ma Rupe
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- sebelah Selatan : sawah Mahmud Ewa
- sebelah Barat : saluran air

Il. 5 (lima) petak persawahan seluas kurang lebih 1,50 Ha yang terletak di Kelurahan
Wala, Kecamatan Maritengngak, Kabupaten sidenreng Rappang, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- sebelah Utara

- sebelah Tim

ebut berasal punyai istri

an dua orang anak yang p ba dan kedua

atimi meninggal dunia p 1, maka harta
dikuasai oleh Hj.Arisa d inggal dunia

sebut dikuasai oleh Hj.Bada
| dunia juga s tahun j.Sarina lebih

ina sudah me

ggal dunia dar

mengetahui i anah persawa
ebut karena ay penggarapan ta sebut, apabila

-ayah sap Arn ErF A)R da Hj.Ari

pai Hj.Arisa

tergugat;

bahwa objek sengketa bisa berpinda ada tergugat karena tergugat sejak kecil sampai

menikah serumah dengan Hj. Arisa dan H. Siri juga serumah dengan Hj. Sarina;

bahwa harta Latimi sudah dibagi karena sawah Latimi ada juga bagian ke Hj. Ajiba binti
Latimi;

bahwa saksi tidak pernah mendengar semasa hidup Hj. Arisa binti Latimi bahwa tanah

persawahan tersebut dihibahkan kepada tergugat;
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- bahwa selama tanah persawahan tersebut dikuasai oleh tergugat, tergugat masih sering
memberikan kepada saudara-saudaranya (para penggugat dan turut tergugat);

- bahwa setelah para penggugat memasukkan gugatan, tergugat tidak pernah lagi
memberikan hasil sawah kepada saudara-saudaranya (para penggugat dan turut tergugat).

Kedua; Mahira binti La Madong, umur 63 tahun; menyatakan tidak memiliki hubungan

dengan para penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada

perkara ini; dengan di b
berikut:

pada pokoknya menerangkan sebagai

bahwa saksi menge penggugat, tergugat da gugat, karena saksi adalah
gkan dengan

dan turut tergugat adalah

ayah tergugat
bernama Hj. Arisa;
a Latimi dan ibu Hj.Aris

H.Abd.Hafid,
menikah lagi

imi menikah dua kali, y

keduanya bercerai hidup,

perkawinan
.Badariah (ter

al satu orang

- perkawinan i lima orang
ati binti Siri,
Hj. Sumarni
- bahwa selain meninggalkan anak sebagai pewaris, Hj.Arisa binti Latimi juga

meninggalkan harta benda berupa:
I. 11 (sebelas) petak persawahan seluas kurang lebih 4,50 Ha yang terletak di
Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng
Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
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- sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
- sebelah  Timur . saluran Air/tanah Ma Rupe
- sebelah Selatan : sawah Mahmud Ewa

- sebelah Barat : saluran air

I. 5 (lima) petak persawaha ebih 1,50 Ha yang terletak di Kelurahan

Wala, Kecamatan._ enreng Rappang, dengan batas-

batas sebagai b

: Jalan Poros Tan
. Saluran Air

ah persawahan tersebut k ada yang

orang lain;
- wahan terseb i j. Ari : Latimi yang

- rsawahan ters dah diberikan

n Latimi, dan awah tersebut
- i eh Hj iah jat);
kecil sampai
menikah serumah dengan Hj. Arisa;
- bahwa tanah persawahan tersebut tidak pernah dihibahkan kepada tergugat;
- bahwa tergugat selalu memberikan sedikit dari hasil tanah persawahan tersebut kepada
para penggugat dan turut tergugat.
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah

mengajukan bukti surat berupa :
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Fotokopi surkE peber/Sure’ Pabbere/Surat Pemberian (hibah) dalam bahasa Bugis dengan
tulisan Lontara bertanggal 15 Desember 2604, yang telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, diberi kode T.1;

Fotokopi terjemahan dari Surat Pemberian (Hibah) tertanggal 15 Desember 2604,
penerjemah Drs.Abdul Kadir Mulya dan diketahui oleh Kepala Balai Penelitian Bahasa
di Ujung Pandang tertanggal 29 Juli 1990, yang telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, diberi kode T2;

Fotokopi Sertifikat Hak-Milik Nomor 982 Desa Pangkajena, atas nama Sitti Badariah
asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 SI Gambar Situasi Nomor 398/1980 tanggal 9
April 1980, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.3;
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 Desa Pangkajene, atas Nama Sitti Badariah
asal Kohir Nomor 50 ClI, Persil Nomor 46 SIII Gambar Situasi Nomor 397/1980 tanggal
9 April 1980, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.4;
Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 24 September 1977 yang ditandatangani oleh H.
Syahrir bin H. Siri Dumang, Mochtar bin H. Siri Dumang, Sumarny bin H.|Siri Dumang,
danf Gaffar bin H. Siri Dumang, sebagai pemberi kuasa dan Drs. H. Toalu Paleppang,
sebagail penerima kuasa dan diketahui Walikotamadya Kdh. Tk.II Pare-Pare, yang telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.5;

Fotokopi Keputusan bersama para.ahli waris«wH. Haji Siri dan Hj. Arisa tertanggal 24
September 1977 yang di tanda tangani oleh H. Syahrir bin H. Siri Dumang, Mochtar bin
H. Siri Dumang, Sumarny bin' H. Siri Dumang,'dan Gaffar bin H. Siri Dumang, dan
diketahui oleh Drs. H. Toalu Paleppang, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, diberi kode T.6;

Fotokopi Kartu tanda Peserta Badan Pelaksana Proyek Sangiang Seri Propinsi Sulawesi
Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 92/ 1970 Kabupaten Sidrap, yang
dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Prayek Sangiang Seri atas nama M. Islam B, yang
telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.7;

Fotokopi Kartu tanda Peserta Badan Pelaksana Proyek Sangiang Seri Propinsi Sulawesi
Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13/ Baru Kabupaten Sidrap, yang
dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Proyek Sangiang Seri atas nama Abd. Malik B, yang

telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.8;



9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 281 Desa Pangkajene atas nama Bahaiyah pr bin
Adam asal Kohir Nomor 28 Cl/Persil Nomor 46 SII Gambar Situasi Nomor 1108/1976
tanggal 16 Desember 1976, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
diberi kode T.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 282 Desa Pangkajene atas nama Bahaiyah pr bin Adam
asal Kohir Nomor 28 Cl/Persil Nomo SII Gambar Situasi Nomor 1109/1976 tanggal
16 Desember 1976, yang telah
T.10;

dan cocok dengan aslinya, diberi kode
Bahwa un ui keadaan jek-objek terperkara, telah
an setempat terhadap o disengketakan pada lokasi

tergugat, dan

g didalilkan“oleh para p ebelas) petak
a yang terletak di Kelur y, Kecamatan
Sidenreng Rappang, dan jawabannya
p objek sengketa terseb i at Hak Milik
Gambar Situasi Nomor 04-1980 luas
an hasil pemeriksaan setempat maje : bahwa tanah

rgugat yaitu 4 2 dan adapun

ong

- bahwa objek terperkara yang didalilkan oleh para penggugat berupa 5 (lima) petak
persawahan seluas +1,46 Ha yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaFE,
Kabupaten Sidenreng Rappang, dan oleh tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa
terhadap objek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No0.1170 Desa
Pangkajene, Gambar Situasi Nomor 397/1980, tanggal 09-04-1980 luas 16.535 m?
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berdasarkan hasil pemeriksaan setempat majelis menemukan bahwa tanah objek sengketa
tersebut luasnya sesuai dengan dalil tergugat yaitu 16.535 m? dan adapun batas-batasnya
sebagai berikut:

o Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya

o Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu

o Sebelah Selatan : Jalan Pores Tanru Tedong

o Sebelah Barat

(selanjutnya objek sengke

Bahwa atas an dan batas-batas aan tersebut, kuasa para

7 November
2013 yai ebenar i kti-buktinya,
dan men alil-dalil tergugat serta bu

gajukan kesimpulan tertul 27
koknya menegaskan kebe n dan bukti-
embantah dalil-dalil gugata a bukti-bukti

untuk leng berita acara

agai bagian ya utusan ini.

a ditunjuklah

ara ini yang

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat dan jawaban
tergugat adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa kuasa para penggugat dan tergugat hadir di persidangan.
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Menimbang, bahwa turut tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran turut tergugat
disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, sehingga majelis hakim

melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara op tegenspraak.

Menimbang, bahwa turut te pernah mengirimkan surat jawaban yang di

dalamnya disebutkan eksepsi da okok perkara terhadap gugatan para
penggugat, majelis haki ergugat tidak pernah hadir di

surat jawaban ergugat tersebut,di ingkan/tidak dipertimbangkan.lebih lanjut.

maksud

tentang anakan dengan mediator

dinyatak ; i dengan Laporan Mediato 13/PA.Sidrap

wa majelis hakim telah be

yang be asil.

Dalam Si
imbang, bahw a epsi bahwa gu ara penggugat
libele) karena luas o eta yang terletak di ahan Lautang

sengketa PQHEBA’R‘E ha akan t alam petitum

luasnya

tanggaps
persawahan 11 (sebelas) petak persawahan'seluas +4,54 Ha sedangkan dalam petitum +5,54

mengajukan

gugatan tanah

Ha terjadi kesalahan pengetikan dan yang benar sesuai fakta riil di lapangan adalah +4.54 Ha
dengan letak dan batas-batas yang sama, perbedaan dalam petitum tersebut hanya
menyangkut perbedaan luas akan tetapi keadaan riil dilapangan tidak pernah berubah dan
mengenai batas-batas yang ditunjukkan tetap tidak berubah.
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Menimbang, bahwa sepanjang hasil telaah majelis hakim atas rumusan gugatan
penggugat, ternyata rumusan gugatan tersebut sudah memenuhi batas minimal suatu surat
gugatan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 8 ayat (2) Reglement op de Rechtsvordering
(Rv) yakni adanya kasus posisi dan ada permintaan yang ditujukan kepada pengadilan dan
serta majelis hakim menilai bahwa pada positum dan petitum surat gugatan para penggugat
meskipun terdapat perbedaan luas objek’ sengketa yang terletak di Kelurahan Lautang
Benteng (objek sengketa a), namun.tetap menunjukkan objek yang sama dengan letak dan
batas-batas yang sama, serta memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian
hukum yang ingin dicapai dalam suatu penyelesaian perkara, sehingga majelis hakim

menyatakan eksepsi tergugat sepanjang mengenai hal tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan pula eksepsi bahwa telah terjadi
rechtsverwerking karena tergugat telah-menguasai objek-objek sengketa secara sendiri sejak
tahun 1962 (setelah tergugat menikah), sehingga seandainya pun para penggugat mempunyai
hak terhadap objek-objek sengketa tersebut harus dipandang para penggugat telah
melepaskan haknya karena telah membiarkan objek-objek sengketa tersebut dikuasai orang

lain dalam waktu yang sangat lama.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut  para penggugat mengajukan
bantahan pada pokoknya bahwa tidak:benar objek=objek sengketa dalam perkara ini dikuasai
tergugat sejak tahun 1962, karena yang menguasai ketika itu Hj. Sarina alias Indo Jiba (ibu
kandung Hj. Arisa) dan Hj. Arisa.binti Latimi secara bersama hingga keduanya meninggal
pada tahun 1974, selain itu sampai tahun 2012 para penggugat masih menerima bahagian
hasil dari objek-objek sengketa, ‘dan | para< penggugat tidak pernah berdiam diri atas
penguasaan tergugat oleh karena para penggugat selalu menyampaikan secara kekeluargaan
agar objek sengketa dibagi secara malwaris menurut Hukum Islam akan tetapi tergugat tidak
pernah menanggapinya akan tetapi selalu”berdalil bahwa objek sengketa adalah miliknya

dengan berbagai macam alasan.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para penggugat terhadap eksepsi tersebut,
tergugat menyatakan penguasaan pada tahun 1962 adalah penguasaan menurut hukum
kaitannya dengan kepemilikan, dan seandainya pun jika penguasaan tergugat dihitung sejak

tahun 1974 (setelah Hj. Sarina alias Indo Jiba dan Hj. Arisa meninggal dunia) maka tetap



melebihi patokan waktu pelepasan hak (rechtsverwerking) dan tergugat tidak pernah
menerima teguran atau somasi dari para penggugat dan tidak pula dimintai keterangan oleh
pemerintah, dan benar hasil objek-objek sengketa diberikan kepada para penggugat setelah

panen namun sekedar untuk mempererat tali silaturrahim.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagaimana beri

Menimbang, ba aris secara Islam, dan dalam hal

kewarisan dalam Islam ini harta peninggalan (tirkah)
dari si pewaris, mele an akan tetap melekat hak
tersebut tersebut, jadi
dalam (semata-mata
kepemil lit-ta’abbudi

(ibadah s

a hal tersebut berdasarkan am Al-Quran

Q‘ / J“’JU
ATk
5 A

Ter
-bapak dan
) mpuan dari

harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak

menurut bagian yang telah ditentukan”.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula hadits Rasulullah SAW diriwayatkan
oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:
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S a5 s L Ll il il | gin
Terjemahnya:

“Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur’an kepada

yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-

laki yang terdekat”.

Menimbang, bahwa ber timbangan-pertimbangan di muka, maka

eksepsi tergugat sepanjang me erking dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkar

lam eksepsi
secara ok perkara.
kan gugatan

an turut tergugat yang p

ti Latimi (objek sengketa

tanggal 6 Agustus 197

ersebut dikuasai oleh terg

, bahwa para penggugat mendalilkan kan alm. Hj.

mi atas harta- kan waris da tuanya alm.

pnya vide gug replik penggugat).

imbang, bahwa terg objek-objek
binti Latimi,
objek-objek
tapi langsung
beralih dari Latimi kepada tergugat dengan cara hibah (selengkapnya vide jawaban tergugat

dan duplik tergugat).

Menimbang, bahwa sepanjang dalil para penggugat yang diakui dan atau setidak-
tidaknya tidak dibantah oleh tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan
dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para penggugat, maka hal tersebut dianggap
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sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan

merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik adapun hal-hal

yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Arisa binti Latimi (w. 6 Ag
- Pertama; dengan H. Abd

1974) semasa hidupnya menikah dua kali;

ng selama 2 (dua) tahun selanjutnya
bercerai dengan cerai rsebut dikaruniai seorang anak
- Kedua; deng ir (w. alam perkawinan tersebut
i Siri bin Siri
lum dewasa),

rut tergugat),

ah meninggal
timi bernama
lebih dahulu

a binti Latimi

dan tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab juga diakui oleh para penggugat dan
tergugat bahwa harta alm. Latimi telah terbagi, namun dengan kualifikasi yaitu para
penggugat menyatakan terbagi kepada masing-masing anak-anaknya namun oleh tergugat
menyatakan sudah terbagi tetapi langsung dihibahkan kepada cucu-cucunya yaitu Hj.
Badariah binti H.Hafid atau tergugat (anak dari Hj. Arisa) dan Hj.Bahyah binti H.Adamu
(anak dari Hj. Ajiba binti Latimi).
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- apakah objek-objek sengketa adalah harta peninggalan Hj. Arisa binti Latimi yang
diperoleh dari ayah kandungnya, Latimi, berdasar warisan atau objek-objek sengketa
adalah milik tergugat yang diperoleh dari kakeknya, Latimi berdasar hibah.

- apakah harta Latimi yang diakui oleh para penggugat dan tergugat telah terbagi, apakah

terbagi kepada anak-anaknya atau lan epada cucu-cucunya?

Menimbang, bahwa ebenaran dalil-dalil gugatannya, para
penggugat juga telah meng g-masing bernama Sahibu Betta
n tidak memiliki hubungan
dengan para.penggugat.yang. bisa.me inya.untuk-menjadi.saksi-pada perkara ini,
sebagaimana

orang saksi

yang bersesuaian dapat dis

H.Abd.Hafid,

menikah lagi

imi menikah dua kali, y

keduanya bercerai hidup,

perkawinan

.Badariah (terg

perkawinan atimi .M.Siri i lima orang

nia, ketlg rf Sir r ugat II) k
MEEMREE

Hj. Sumarni

bahwa Hj.Arisa binti Latimi telah meninggal dunia dan meninggalkan anak sebagai ahli

waris juga meninggalkan harta benda berupa:

a. 11 (sebelas) petak persawahan seluas kurang lebih 4,50 Ha yang terletak di
Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng

Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
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sebelah Timur . saluran Air/tanah Ma Rupe
sebelah Selatan : sawah Mahmud Ewa
sebelah Barat : saluran air

b. 5 (lima) petak persawahan seluas kurang lebih 1,50 Ha yang terletak di Kelurahan

Wala, Kecamatan Mariteng aten sidenreng Rappang, dengan batas-

batas sebagai berikut :
: sawah Hj.

------ im i Sawah H

. Saluran Air

sebut berasal dari Latimi ;

eninggal dunia tanah p : likuasai oleh

- j.Ari sengketa dikua tergugat;

sengketa dikuasai oleh arena tergugat sejak

ariaim MREPARE

pai menikah

h dihibahkan

bahwa selama tanah persawahan tersebut dikuasai oleh tergugat, tergugat selalu
memberikan kepada para penggugat dan turut tergugat.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah
mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10, seluruh bukti
surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, seluruh bukti surat tersebut adalah

fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan secocok, dan
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berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah
Agung No0.112°K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti
fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat tergugat seluruhnya dapat diterima dan
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh mjelis hakim akan

dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti h surk peber (Sure’Pabberel/Surat Pemberian

(hibah) dalam bahasa Bugis de kkan Latimi menyerahkan tanah di
kampung Taluame-Guru d 1kan kepada cucunya bernama |
Badaria dengan perse [ ina a, bertanggal 15 Desember

n, dicap jempol

a bukti T.2 adala at Pemberian
abbere/Surat

(Hibah) er 2604, menunjukkan te
Pemberi emah Drs.Abdul Kadir M
dang tertanggal 29 Juli 19

Kepala Balai

a bukti T.3 adalah fotokop
bahwa t objek sengke telah diterbitkan

menunjukkan
or 982 Desa
2 S| Gambar

5 nama Sitti B 668 ClI, Persil

Situasi 98/1980 tangg jukkan luas tanah a 4,965 m?.
imbang, bahwa bukti T. otokopi Sertifikat Ha menunjukkan
bahwa t objek senph nhEP[A RfE Hak Mili or 1170 Desa
Pangkaje 0 5 Sl Gambar
Situasi 6.535 m’.

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Surat Kuasa tertanggal 24
September 1977 menunjukkan H. Syahrir bin H. Siri Dumang, Mochtar bin H. Siri Dumang,
Sumarny bin H. Siri Dumang, dan Gaffar bin H. Siri Dumang, sebagai pemberi kuasa
memberi kuasa kepada Drs. H. Toalu Paleppang untuk membagi harta peninggalan H. Siri

Dumang dan H. Arisa;
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Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi Keputusan bersama para ahli waris
Haji Siri dan Haji Arisa tertanggal 24 September 1977 menunjukkan beberapa item harta
yang dibagi antara H. Syahrir bin H. Siri Dumang, Mochtar bin H. Siri Dumang, Sumarny
bin H. Siri Dumang, dan Gaffar bin H. Siri Dumang, dan diketahui olen Drs. H. Toalu
Paleppang;

Menimbang, bahwa bukti lah fotokopi Kartu tanda Peserta Badan

Pelaksana Proyek Sangiang Seri tan, Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 92/ 1970 Kabupat i ua Pelaksana Proyek Sangiang
ik atas nama St. Badaria;

Seri, atas nama M. Isl tum padanya nama

drap, yang uarkan ole S yek Sangiang
B, tercantum padanya n i pe tas nama St.

a bukti T.9 adalah fotoko : Nomor 281
Desa Pa : 3ahaiyah pr bin Adam asal sil Nomor 46
Sl Gal i Nomor 1108/1976 tanggal 16 De

imbang, bah i ifi lik 282 Desa
nama Bahaiy omor 46 SllI
Gambar

2nggugat dan
pangkan lebih

lanjut.

Menimbang, bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b didalilkan para
penggugat adalah hak milik Hj. Arisa binti Latimi dengan alas hak waris dari Latimi dengan
dalil penggugat bahwa harta Latimi telah terbagi dan semasa hidup Hj. Arisa binti Latimi,
objek sengketa a dan objek sengketa b telah dikuasai oleh Hj. Arisa binti Latimi, dan untuk
mendukung  dalil-dalilnya para penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang
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keterangannya bersesuaian bahwa objek sengketa a dan objek sengketa benar berasal dari
Latimi dan adalah dimiliki serta dikuasai oleh Hj.Arisa binti Latimi semasa hidupnya,
kemudian setelah meninggalnya Hj.Arisa binti Latimi kedua objek sengketa tersebut dikuasai
oleh tergugat, namun kedua saksi menerangkan tidak pernah mengetahui bahwa kedua objek
sengketa tersebut pernah dihibahkan kepada tergugat, dan kedua saksi menerangkan

penguasaan tergugat karena tergugat hidup.serumah dengan Hj. Arisa binti Latimi.

Menimbang, bahwasketerangan kedua saksi penggugat pada pokoknya telah
mendukung dalil-dalil penggugat bahwa objek sengketa a dan objek sengketa b adalah milik
Hj. Arisa binti Latimi sebagai warisan dari ayahnya Latimi, kedua saksi melihat hasil dari
objek-objek.sengketa tersebut selalu.diberikan kepadaHj..Arisa binti Latimizdan setelah Hj.
Avrisa binti Latimi meninggal dunia objek-objek sengketa dikuasai oleh tergugat, namun hasil
dari objek-objek sengketa tersebut selalu ada bagian yang diberikan kepada para penggugat
dan turut tergugat, dalam hal ini adalah saudara seibu tergugat, dan kedua saksi tidak pernah

mengetahul bahwa objek-objek sengketa tersebut dihibahkan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan objek sengketa a dan objek sengketa b
adalah hak milik tergugat, dengan alas hak hibah dari Latimi, objek sengketa a dan objek
sengketa b tidak pernah beralih dari Latimi kepada Hj. Arisa binti Latimi, tetapi langsung
beralih dari Latimi kepada tergugat dengan cara hibah berdasarkan surat hibah selanjutnya
kedua objek sengketa tersebut telah disertifikatkan atas nama tergugat, dan untuk mendukung
dalil-dalilnya tergugat telah mengajukan bukti T.1 s.d bukti T.10 sebagaimana telah
disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan‘alat bukti berupa bukti T.1 berupa surk
peber (sure’ pabbere/surat pemberian) yang oleh tergugat dijadikan sebagai alas hak dan oleh
tergugat dinyatakan sebagai akta otentik karena di buat dihadapan pejabat yang berwenang

dalam hal ini Kadhi Sidenreng.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut oleh tergugat telah mendalilkannya sejak
tahap jawaban dengan menyertakan fotokopi surat tersebut dalam jawaban tergugat dan para
penggugat telah secara tegas menyatakan tidak mengakui surat tersebut baik formil maupun

materiil surat tersebut.



Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti T.1 majelis hakim menemukan
bahwa pada bukti surat tersebut ditandatangani oleh Latimi, Arisa (cap jempol), terdapat pula
tandatangan Kadhi Sidenreng atas nama Abd. Moein Joesoef, dan tanda tangan atas nama
Ambo Andang, dan dalam surat tersebut terdapat pernyataan Latimi yang ditulis dalam huruf

lontarak bugis, sebagai berikut:

peber rirepew riyes auwebe tu mdisiku sibw lao riaelku. sibw

situruk baienku riysk

jika dihuruf latinkan;

sibawa lao rialek baw ka’ baineku’ riya

irampewe riyase’ gngi riwettu madisingku’

ndo’ Jiba” (terj;

a syarat-syarat akta otenti i ndatangani di

diri oleh dua

ang, syarat yang lainnya

tkan identitas

ani semua pihak, dan terms

a tangan;

i Sidenreng),

tidak ada penyebutan identitas para pihak dan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena terdapat
pelanggaran atas persyaratan sebagaimana tersebut di muka mengakibatkan surat hibah
tersebut hanya bernilai sebagai Akta di Bawah Tangan sehingga majelis hakim menilai
bahwa bukti T.1 tidak berada pada derajat Akta Otentik namun berada pada derajat Akta di
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Bawah Tangan sehingga terhadap surat tersebut berlaku ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata,
Pasal 1876 KUHPerdata, dan Pasal 1877 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa ditinjau dari daya kekuatan mengikat Akta di Bawah Tangan
berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata meliputi ahli waris dan orang yang mendapat hak dari
mereka, dan Pasal 1876 KUHPerdata memberi hak juga kepada ahli waris dan orang yang
dimaksud untuk mengajukan pemungkiran atas kebenaran keaslian atau orisinalitas tanda
tangan yang tercantum dalam /Akta di Bawah Tangan, serta Pasal 1877 KUHPerdata
menghendaki pembuktian terhadap kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda tangan di

dalamnya.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 telah dinyatakan berada pada derajat
Akta di Bawah Tangan, sehingga apabila pihak lawan memungkiri atau tidak mengakui
kebenaran tulisan dan tanda tangan, beban wajib bukti (burden of proof) dipikulkan kepada
pihak yang mengajukan Akta di Bawah Tangan tersebut sebagai alat bukti. Kepadanya
dipikulkan beban wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dan orisinalitas tulisan dan
tanda tangan di dalamnya, dalam hal ini yang mengajukan T.1 adalah tergugat, dan oleh para
penggugat telah mengajukan pemungkiran baik formil maupun materiil surat tersebut,

sehingga beban membuktikan surat tersebut dibebankan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa selain bukti T.1 tergugat telah mengajukan bukti T.2 yang
berupa terjemahan dari bukti T.1 sehingga bukti T.2 tersebut tidak menunjukkan kebenaran
dan orisinalitas tulisan dan tanda‘tangan'di dalam bukti T.1, demikian pula bukti-bukti T.3,
T.4, yang mana bukti T.3 dan T.4 adalah,Sertifikat, Hak Milik masing-masing terhadap objek
sengketa a dan objek sengketa b yang oleftergugat didalilkan diterbitkan berdasarkan adanya
hibah tersebut, sehingga kedua bukti ini pun tidak membuktikan kebenaran dan orisinalitas
tulisan dan tanda tangan pada bukti T.1 karena kedua sertifikat tersebut diterbitkan oleh
pejabat yang berwenang justru berdasarkan:surat hibah tersebut. Seterusnya, bukti T.5, T.6,
hanya menunjukkan surat kuasa dan pembagian harta-harta bersama antara Hj. Arisa dan H.
Siri Dumang, yang mana di bukti T.6 jelas terinci jenis-jenis harta yang dibagi, namun dalam
bukti-bukti ini pun tidak disebutkan sama sekali objek sengketa a dan objek sengketa b di
dalamnya, dan tidak boleh dipahami sebaliknya bahwa karena ada harta sudah terbagi, maka

harta lain juga sudah dianggap sudah terbagi, sehingga bukti T.5 dan T.6 juga tidak



mendukung kebenaran bukti T.1. Selanjutnya, bukti T.7, T.8, berupa surat proyek pertanian
yang dilaksanakan pada lahan objek sengketa a dan objek sengketa b meskipun di dalamnya
tercantum nama tergugat sebagai pemilik, namun kedua bukti surat ini pun dikeluarkan
karena adanya bukti T.1 .

Menimbang, bahwa bukti T.9, dan T.10 keduanya adalah sertifkat atas nama

Bahaiyah pr. bin Adam dengan bukti ters imaksudkan oleh tergugat untuk membuktikan

bahwa harta Latimi yang lain ada cucunya yang lain dari pihak Hj.

Ajiba binti Latimi, namu ti-bukti lain yang mendukung
dua, Setifikat Hak
h binti Adam

perkara ini
Milik te
yang sel

a di persidangan tergugat patan untuk

ukti-bukti yang telah diaju

t menyatakan

cukup d atnya tersebut maka ma i ergugat tidak
mampu ang terdapat
dalam

syarat-syarat
aka majelis
sah dan tidak
semua surat-

mempunyai

kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para penggugat dan tergugat serta
pertimbangan terhadap bukti-bukti para penggugat dan bukti-bukti tergugat ditemukan fakta

sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Arisa binti Latimi (w. 6 Agustus 1974) semasa hidupnya menikah dua kali;

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



- Pertama; dengan H. Abd. Hafid, berlangsung selama 2 (dua) tahun selanjutnya
bercerai dengan cerai hidup, dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak
perempuan bernama Hj. Badariah binti H. Abd. Hafid (tergugat)

- Kedua; dengan H. M. Siri (w. 12 September 1973), dalam perkawinan tersebut
dikarunai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama; H. M. Syahrir Siri bin Siri
(penggugat 1), Megawati binti Siri
M. Muhtar Siri bin Siri (
dan Gaffar Siri bin Si

2. Bahwa kedua orang

1952, meninggal dunia ketika belum dewasa),

j.. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat),

ama Latimi, telah meninggal
dunia terlebih dah risa binti Latimi bernama

lebih dahulu
4, objek sengketa b adalah
objek sengketa b pernah a binti Latimi
6. but dikuasai oleh tergug j ngketa a dan
penguasaan tergugat, terguga hasil objek-
n2012.

njek sengketa
telah di empat, se ; t patut pula

a dan objek

an 44.965 m?
aE, Kabupaten
Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
o Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
o Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe
o Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa
o Sebelah Barat : Saluran Irigasi
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- Objek sengketa b berupa 5 (lima) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 16.535 m?
yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngak, Kabupaten Sidenreng
Rappang, dengan batas-batas:

o Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya

o Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu

o Sebelah Selatan : Jalan Poro
o Sebelah Barat

Tanru Tedong

Menimbang, ba ebut majelis hakim menilai lebih

lanjut sebagai berikut.

pndang Nomor 7
dang-Undang
2009 jo. Pasal

171 hur ila Islam, maka Da-siapa yang

menjadi mengenai harta peningga gian masing-

masing 3

dari Hj. Arisa
binti Lal ili s hakim akan

ngketa dalam

enggugat dan
keta b berasal

objek sengketa a dan objek sengketa b akan terkait dengan ahli waris Latimi yang lain,

sehingga kedua objek sengketa tersebut semata status kepemilikannya hanya apakah milik
Hj. Arisa binti Latimi sebagai anak Latimi atau milik tergugat sebagai cucu Latimi yang
dihibahkan kepadanya objek-objek sengketa tersebut.
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka bahwa terbukti objek-
objek sengketa pernah dikuasai oleh Hj. Arisa binti Latimi sebagai anak kandung Latimi,
sedangkan tergugat sebagai cucu yang mendalilkan objek-objek sengketa adalah miliknya
berdasarkan hibah dari Latimi (kakek tergugat) tidak dapat membuktikan kebenaran surat
hibah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasg eadaan tersebut majelis hakim menilai ketika

hibah yang melampaui ahli waris angsung kepada tergugat (cucu) tidak
terbukti sah maka dengan ¢ ngan sendirinya adalah hak ahli
waris semula yaitu ana

alih kaidah

Artinya:

adaan semula

muka, maka
lah hak milik
i Latimi dan

majelis

an 44.965 m*
, Kabupaten
Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
o Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong
o Sebelah Timur : Saluran Air dan tanah sawah Ma Rupe
o Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa

o Sebelah Barat : Saluran Irigasi
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- Objek sengketa b berupa 5 (lima) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 16.535 m?
yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngak, Kabupaten Sidenreng
Rappang, dengan batas-batas:

o Sebelah Utara : Tanah Sawah Hj. Bahaiya

o Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Toalu

o Sebelah Selatan : Jalan Poro
o Sebelah Barat

Tanru Tedong

adalah harta peninggalan (ti i(w.6 Agustus 1974) yang belum

terbagi.

pewaris dan

ahli war

harta pe a perkara ini yaitu obje k sengketa b
adalah t . Ari atimi yang berdasarkan f inggal dunia
pada ta sehingga majelis hakim binti Latimi
sebagai a tanggal 6 Agustus 1974.

para penggug para tergugat
(fakta d Latimi men dunia, hanya
meningg ; yai . . id (tergugat), ahrir Siri bin

Siri (pe 1), M. Muhtar
tergugat saffar Siri k'pS' i (WE
bu

anak-ana

1), Hj. Sumarn

ARE

nti Siri (turut

pewaris) dan
a Kompilasi
Hukum Islam dan di antara pewaris dan ‘ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling

mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis
hakim menetapkan ahli waris alm. Hj. Arisah binti Latimi adalah Hj. Badariah binti H. Hafid
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(tergugat), H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat 1), M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat 1),
Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat), dan Gaffar Siri bin Siri (penggugat I11).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai bagian saham tiap-

tiap ahli waris.

Menimbang, bahwa harta peninggalan (tirkah) alm. Hj. Arisa binti Latimi belum

pernah dibagi kepada ahli waris yang ak atas harta peninggalan tersebut.

Menimbang, .k asing-masing ahli waris harus

Ter

Terjemahnya:

“Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua

2

orang anak perempuan ..... .
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3. Hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra.
sebagai berikut:
S s s Lab Lelals i) all sl
Terjemahnya:

“Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur’an kepada

yang berhak menerimanyze selebihnya berikanlah kepada keluarga
laki-laki yang terde
4. Pasal 176 Kompilasi H

ia mendapat separ i : a bersama-sama mendapat

perempuan bila hanya seorang

apak-anak laki-
laki, empuan.

di sebutkan di

muka, akan pembagian tirkah al i
a oleh karena seluruh ahl L binti Latimi
berada sama yaitu sebagai anak j. Arisa binti

ada anak laki-laki dan an ja seluruhnya

aki-laki dan 1

an dengan perbandingan 2

sebut, maka
binti Latimi

H. M. Syahrir Siri bin Siri

=N
= = 2/8 bagian dari seluruh tirkah
= Muhtar Siri bin Siri

=

=

= 2/8 bagian dari seluruh tirkah
Hj. Sumarni Siri binti Siri = 1/8 bagian dari seluruh tirkah
Gaffar Siri bin Siri = 2/8 bagian dari seluruh tirkah
Menimbang, bahwa para penggugat menuntut agar tergugat dan atau siapa saja
dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada Ahli
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waris yang berhak sesuai hukum Islam/Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura
atau diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada

ahli waris alm. Hj. Arisa binti Latimi yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan di muka,

masing-masing para pihak mendapatan saham terhadap harta peninggalan Hj. Arisa binti

oleh tergugat.

Menimban

berhak sesuai
apabila harta
secara natura,

maka ak ) ka umum dan hasilnya di i bagian yang

a oleh karena objek sen gketa b telah

yang selanjutnya menjadi

a terg

abbere/Surat
Hibah) t ) k Nomor 982 ngkajena atas
nama Si i i : ituasi Nomor
ngkajene atas
Nama S riah asa { ) A ituasi Nomor

mempunyai

Menimbang, bahwa para penggugat mengajukan permohonan sita jaminan
(conservatoir beslag) atas objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga

sebagaimana petitum angka V1l gugatan para penggugat.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, para penggugat tidak
mengajukan fakta atau petunjuk yang mendukung persangkaan atau sekurang-kurangnya
membenarkan persangkaan yang rasional dan beralasan dimana tergugat akan melakukan
suatu perbuatan dengan maksud menjauhkan barang dari kepentingan para penggugat
sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 261 ayat (1) R.Bg.

majelis hakim menyatakan permohonan sita jaminan tersebut ditolak.

Menimbang, bahw jukan tuntutan agar tindakan tergugat

dan menguasai, mengal dinyatakan sebagai tindakan
melawan hukum dan petitum angka V gugatan

para pengguga

adalah tidak
termasu ‘ . jadi a Sidenre kan adalah
kewenal il ain, maka gugatan para pe diterima.

a perkara ini adalah per i alam perkara

kewarisa ) ama-sama memperoleh ha kara tersebut,
maka be : ayat (2) R.Bg., kedua ; ukum secara
tanggung biaya perkara yan

per an dan Hukum

- Menolak eksepsi tergugat.
Dalam Pokok Perkara

11. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
12. Menyatakan alm. Hj. Arisa binti Latimi (wafat 6 Agustus 1974) sebagai pewaris.

13. Menetapkan ahli waris alm. Hj. Arisa binti Latimi adalah:
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14. Menyatakan objek sengketa berupa:

a.

Hj. Badariah binti H. Hafid (tergugat)

H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat 1)
M. Muhtar Siri bin Siri (penggugat I1)
Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat)
Gaffar Siri bin Siri (penggugat I11)

11 (sebelas) petak tanah pe
Kelurahan Lautang
Rappang, dengan

enelan.. tjtara

Sebelah Ti
Sebelah Sel
Sebelah Bar

H. M. Syahrir Siri bin Siri (penggugat I)
Mubhtar Siri bin Siri (penggugat I1)

Hj. Sumarni Siri binti Siri (turut tergugat)
Gaffar Siri bin Siri (penggugat 111)

keseluruhan 44.965 m? yang terletak di

itengngaE, Kabupaten Sidenreng

2/8 bagian
2/8 bagian
1/8 bagian
2/8 bagian

g terletak di
pang, dengan

dalah sebagai
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16. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan alm. Hj. Arisa
binti Latimi untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang
berhak sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna.

17. Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi
atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya

dibagikan sesuai dengan bagian yang ditentukan.

18. Menyatakan surat-surat berupa;
5 Desember 2604;

s nama Sitti Badariah asal
Nomor 398/1980 tanggal 9

- surE peber (Sure’ P
- Sertifikat Hak
Kohir Nomor

982 Desa
ersil Nomor 2 SI Gamb

Badariah asal

rsil Nomo S 980 tanggal 9

tidak mempunyai kekuat bjek sengketa

19. i a gugatan penggugat unt
20. elah pihak (para penggugat, tergugat rut tergugat)

lis pada hari
Rabu, ta i i lenga | Awal 1435
’amah, S.HIL.
dan Ell hari itu juga

putusan ersebut dengan
didampingi oleh Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para

penggugat, para penggugat materiil, dan tergugat , tanpa hadirnya turut tergugat.
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Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun’amah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.

PAREPARE
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